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ABSTRAK 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 
Notaris yang kemudian disebut (UUJN) menyatakan bahwa Notaris berwenang 
membuat akta otentik sesuai aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 
1868 KUHPer menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat 
dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan 
pasal tersebut, maka akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan 
oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di hadapan pejabat umum yang 
berkuasa untuk itu. Namun hal itu belum berjalan sepenuhnya dengan baik karena 
adanya tindakan malpraktek pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris.             

Permasalahan dari penulisan ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim 
dalam putusan pengadilan negeri Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA 
dalam menindak lanjuti perbuatan Notaris yang melakukan malpraktek dalam hal 
pemalsuan akta otentik serta bagaimanakah tanggung jawab dari Notaris yang 
melakukan malpraktek dalam hal pemalsuan akta otentik.  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah 
yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 
deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai 
sumber utama. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. 
Menganalisis menggunakan metode analisa kualitatif dan hasil analisis data 
ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif dan disajikan dalam 
penulisan hukum.  

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim 
untuk menentukan suatu hukuman kepada Terdakwa pada putusan Pengadilan 
Negeri Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA dalam memutus perkara 
mengenai malpraktek dalam hal pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris, 
menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Tanggung 
jawab notaris yang melakukan malpraktek dapat dikenakan pertanggung jawaban 
Pidana, pertanggung jawaban perdata, dan pertanggung jawaban administrasi.  

Saran dari penulis seharusnya Notaris harus amanah, jujur, saksama, 
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait serta mampu 
bertanggung jawab dalam perbuatan hukum. sehingga terhindar dari pelanggaran 
yang menjurus kepada tindakan Malpraktek. 

Kata Kunci: Malpraktek, Notaris, Pemalsuan Akta Otentik  
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ABSTRACT 

Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 Concerning the 
Position of Notary Public which is then called (UUJN) states that a Notary has the 
authority to make authentic deeds in accordance with the rules stipulated by law. 
Article 1868 of the Criminal Code states that an authentic deed is a deed made in 
a form determined by law by or before public officials who have the power to do 
so, at the place where the deed was made. Based on this article, an authentic deed 
is a deed whose form is determined by law or made by or before a public official 
in power for that purpose. However, this has not gone fully well due to 
malpractice forgery of authentic deeds committed by a Notary. 

The problem discussed in this study is how the judge considers in the 
decision of the Sidoarjo District Court Number: 278/Pid.B/2020/PN.SDA in 
following up on the actions of a Notary who commits malpractice in terms of 
falsifying authentic deeds and what is the responsibility of a Notary who commits 
malpractice in the case of forgery of authentic deed. 

This study uses the approach method used is normative juridical. The 
specification of this research is descriptive analytical research. The data source of 
this research uses secondary data as the main source. Methods of data collection 
with literature study. Analyze using qualitative analysis methods and the results of 
data analysis are drawn conclusions using deductive reasoning and presented in 
legal writing. 

The results of this study can be concluded that the judge's considerations in 
determining a sentence for the defendant in the decision of the Sidoarjo District 
Court Number: 278/Pid.B/2020/PN.SDA in deciding a case regarding malpractice 
in the case of forgery of letters carried out by a Notary, uses the same 
considerations juridical and non juridical considerations. The responsibility of a 
notary who commits malpractice can be subject to criminal liability, civil liability 
and administrative responsibility. 

Suggestions from the author that notaries must be trustworthy, honest, 
thorough, independent, impartial, and protect the interests of related parties and be 
able to be responsible in legal actions. so as to avoid violations that lead to 
malpractice. 

Keywords: Malpractice, Notary, Forgery of Authentic Deed 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 mengatakan bahwa Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau 

berdasarkan undang- undang lainnya. Notaris adalah pejabat pemerintah atau 

pejabat negara yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas negara 

seperti melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat guna menjamin 

tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat di bidang hal-hal keperdataan. 

Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disingkat UUJN-P). 

Berdasarkan Pasal 15 UUJN-P menyatakan bahwa “Notaris berwenang 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan 

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-

akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 
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orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Menurut Supriadi “Notaris 

adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta 

otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat 

umum lainnya”1 

Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu 

akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau 

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat akta 

itu dibuat. Berdasarkan pasal tersebut, maka akta otentik adalah suatu akta 

yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di 

hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Pejabat yang berhak untuk 

membentuk suatu akta otentik tidak hanya notaris, tetapi semua pejabat 

tertentu yang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan 

akta tersebut.2  

Dapat disimpulkan bahwa akta otentik dibentuk oleh pejabat tertentu 

yang memiliki wewenang sehingga akta otentik memiliki kekuatan 

pembuktian yang kuat di pengadilan.3 Apabila akta tersebut dibentuk oleh 

pejabat yang tidak berwenang, maka akta itu tidak dapat diberlakukan sebagai 

akta otentik. Akta notaris yang dibuat oleh Notaris harus mengikuti kaidah 

dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris di 

dalam penyusunannya. Akta notaris wajib mencantumkan hal-hal penting 

 
       1 Supriadi, Etikda dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Sinar Grafika: 
Jakarta,2018). hlm. 29. 
       2 Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang di Legalisasi Notaris, Ghita Aprillia 
Tulenan, Lex Administratum, Volume II – Nomor 2, April – Juni 2014, hlm. 123. 
       3 Ibid, hlm.127 
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yang menjadi kehendak para pihak guna menjamin hak-hak dan kewajiban 

para pihak serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Oleh 

karena itu, pernyataan pihak tersebut dicatat dalam akta notaris. Akta notaris 

dapat diterima di pengadilan sebagai bukti mutlak yang dapat di pertanggung 

jawabkan isinya, namun apabila para pihak menghendaki perubahan daripada 

akta yang bersangkutan maka akta tersebut dapat diubah jika saksi dapat 

membuktikan bahwa yang di muat didalam akta tersebut adalah tidak benar. 

Di zaman yang telah maju seperti sekarang ini, banyak sekali 

masyarakat yang mengamati profesi Notaris dikarenakan ada beberapa 

oknum Notaris yang tidak taat terhadap etika profesi notaris, Undang- 

Undang Jabatan Notaris, dan juga melanggar sumpah Notaris, sehingga tidak 

heran apabila semakin banyak kasus di pengadilan yang menjerat oknum 

Notaris akibat dari pelanggaran yang telah dibuatnya. Baik itu pelanggaran 

terhadap kewenangan dari Notaris itu sendiri hingga tindakan pemalsuan akta 

yang dibuat oleh Notaris. Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris ini dalam 

dunia hukum disebut dengan malpraktek. Menurut Liliana Tedjosaputro di 

dalam bukunya mengatakan bahwa : 

“Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dapat berupa 
bentuk-bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau kurangnya 
kemampuan dari menjalankan tugas dan tanggung jawab Notaris, baik 
karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggung jawabkan 
kepada mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban profesinya yang 
didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka.”4 

 

 
       4 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,(PT Bayu 
Indra Grafika: Yogyakarta,1995),hlm.74 
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Malpraktek Notaris dibagi menjadi beberapa pelanggaran yaitu 

pelanggaran perdata, administrasi dan pidana. Khususnya untuk pelanggaran 

pidana malpraktek Notaris salah satunya dapat dikategorikan pada pasal – 

pasal pemalsuan dokumen atau surat/akta otentik. Peraturan mengenai sanksi 

pidana pemalsuan dokumen atau surat telah diatur dalam ketentuan Pasal 263 

dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Salah satu persoalan hukum yang berdasar pada Putusan Pengadilan 

Negeri Sidoarjo atas perkara dengan Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA, 

terkait dengan tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris Dyah 

Nuswantari Ekapsari,S.H.,M.Si. yang kemudian disebut terdakwa, 

dikarenakan membuat dan memalsukan akta otentik yang dituangkan dalam 

akta jual beli (AJB) berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Kasus 

tersebut bermula sekitar 2016 silam, saat itu Diah Anisa Asmawatul Chusnah, 

salah satu korban yang juga ahli waris memperpanjang SHGB rumah seluas 

194 meter kepada tersangka Notaris Dyah. Rumah yang terletak dikawasan 

Kelurahan Sidokare, Kabupaten Sidoarjo milik orang tua korban itu 

rencananya akan dijual kepada saksi Wahyu Pudji Astutik setelah proses 

perpanjangan selesai. Namun, setelah perpanjangan selesai justru malah 

beralih dan keluar AJB atas nama Wahyu Pudji Astutik. Perubahan tersebut 

tanpa sepengetahuan korban termasuk para ahli waris lainnya. Bahkan, semua 

tanda tangan ahli waris juga dipalsukan. Kasus tersebut terkuak setelah 

korban menanyakan proses perpanjangan SHGB tersebut kepada notaris 

Dyah dan juga perantara yang juga pembeli Wahyu Pudji Astutik dan Sulkan. 
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Mereka malah berkelit. Bahkan, setelah ditelusuri korban rumah tersebut 

sudah beralih nama dan diagunkan ke Bank BRI. Korban dan ahli waris 

lainnya akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polresta Sidoarjo pada 

November 2018 silam. 

 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa 

Notaris harus amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Menurut Pasal 48 

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa, “isi akta tidak boleh 

diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, 

atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain”. Hal yang menjadi 

permasalahan adalah berhubungan dengan tugas Notaris sebagai pejabat 

pemerintah atau pejabat negara adalah pembuatan akta otentik yang dibuat 

oleh Notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, seperti yang terjadi di 

Kota Sidoarjo Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari telah memalsukan 

kebenaran yang ada di dalam akta otentik. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk meneliti lebih jauh terkait kasus tersebut diatas, dengan judul 

“MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM 

BENTUK MEMALSUKAN ISI DARI AKTA OTENTIK (Studi Kasus 

Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil 

beberapa permasalahan yang akan dirumuskan untuk mempermudah dalam 

mengkaji masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Fokus kajian tersebut 

adalah :  

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA dalam menindak lanjuti 

perbuatan Notaris yang melakukan malpraktek dalam hal pemalsuan akta 

otentik? 

2. Bagaimanakah Tanggung Jawab dari Notaris yang melakukan 

malpraktek dalam hal pemalsuan akta otentik? 

C. Tujuan Penelitian 

Perumusan tujuan penelitian merupakan cerminan arah dan pernjabaran 

strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, untuk memberikan 

gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dalam 

menindak lanjuti perbuatan Notaris yang melakukan malpraktek dalam 

hal pemalsuan akta otentik sesuai dengan Nomor: 

278/Pid.B/2020/PN.SDA 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban dari Notaris 

yang melakukan malpraktek dalam hal tindak pemalsuan akta otentik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis 

maupun praktis, yang mana antara lain: 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang 

bermanfaat sebagai informasi ilmiah yang berkaitan dengan kegiatan 

malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dalam hal pemalsuan akta 

otentik. 

b. Menerapkan ilmu yang bersifat teoritik, sehingga nantinya penelitian 

ini diharpkan dapat berguna untuk menambah referensi ilmu di 

bidang Kenotariatan yang lebih spesifik lagi mengenai malpraktek 

yang dilakukan oleh Notaris dalam hal pemalsuan akta otentik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang 

dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh. 

b. Dapat menjadi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak 

yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. 
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E. Kerangka Pemikiran  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 
 

 

Terdapat perbuatan 
Malpraktek yang 
dilakukan oleh Notaris: 

a. Melakukan 
penyimpangan tugas 
dan profesinya 
karena kesalahan nya. 

b. Adanya 
pelanggaran yang 
dilakukan Notaris 
yang berakibat 
Notaris tersangkut 
tindak pidana salah 
satunya pemalsuan 
akta otentik. 

Kewenangan Notaris 
dalam hal membuat 
Akta Otentik sesuai 
dengan Pasal 15 
Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 Tentang 
Jabatan Notaris. 

Sebagian kasus yang ditemukan: 

a. Notaris dan PPAT yang 
melakukan pemalsuan akta 
otentik (Putusan 
Mahkamah Agung 
Republik Indonesia 
Nomor:451/K.Pid/2018). 

b. Notaris yang melakukan   
pemalsuan keterangan 
dalam akta dan kesalahan  
judul akta (Putusan 
Majelis Pengawas Pusat 
Notaris Nomor: 
07/B/MPPN/XI/2018). 

c. Keterlibatan Pejabat Notaris 
Terhadap Perbuatan 
Melawan Hukum Dan 
Turut Serta Melakukan 
Tindak Kejahatan Dalam        
Pemalsuan Dokumen. 

 

Teori Kewenangan, Teori Tanggung Jawab Hukum 

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perbuatan Notaris yang melakukan 
malpraktek dalam hal pemalsuan akta otentik. 

2. Tanggung jawab Notaris dalam tindakan nya yang melakukan mal praktik dalam 
hal pembuatan akta otentik. 

MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM BENTUK 

MEMALSUKAN ISI DARI AKTA OTENTIK (Studi Kasus 

Nomor: 278 / Pid.B/ 2020 / PN. SDA) 

          GAP     DAS SEIN     DAS SOLLEN 
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Metode penelitian dapat diartikan sebagai calral utalmal yalng 

menentukaln, mengembalngkaln daln rnenguji kebenalraln sualtu pengetalhualn 

altalu merupalkaln calral, taltal kerjal yalng digunalkaln untuk mengumpulkaln daltal 

daltal obyek penelitialn. Hall yalng perlu diperhaltikaln daln dicermalti dallalm 

menentukaln penelitialn aldallalh kesesualialn alntalral metode yalng digunalkaln 

dallalm penelitialn dengaln obyek, salsalraln, tujualn, valrialbel yalng digunalkaln daln 

malsallalh yalng hendalk diteliti.5 

1. Pendekatan Masalah 

Berdalsalrkaln permalsallalhaln daln tujualn penelitialn di altals, yalng 

digunalkaln penulis di dallalm penelitialn ini aldallalh penelitialn hukum yalng 

bersifalt yuridis normaltive. Penelitialn hukum normaltif (normaltif lalw 

resealrch) merupalkaln penelitialn hukum yang mengkaji hukum yang 

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam   masyarakat, 

daln menjaldi alcualn perilalku setialp oralng. Jenis pendekaltaln dengaln 

menggunalkaln ketentualn per Undalng-Undalngaln yalng berlalku paldal sualtu 

Negalral altalu metode pendekaltaln hukum doktrinall yalitu teori-teori 

hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan 

dengaln permalsallalhaln yalng dibalhals.6 Pendekaltaln yuridis dilalkukaln 

dengaln menggunalkaln ketentualn- ketentualn hukum yalng berlalku di 

indonesial, balik balhaln hukum primer malupun balhaln hukum sekunder daln 

jugal menggunalkaln pendalpalt palral alhli di bidalng hukum, terutalmal yalng 

berkalitaln dengaln malsallalh penelitialn. 

 
       5 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, (LP3ES: Jakarta,1993), hlm. 8 
       6 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, (Gajah Mada: Yogyakarta, 1980), hlm. 3 
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Penelitialn ini jugal didukung dengaln pendekaltaln normaltif dengaln 

calral meneliti balhaln pustalkal dengaln mempelaljalri daln menelalalh teori-

teori, konsep-konsep sertal peralturaln yalng berkalitaln dengaln 

permalsallalhaln. Penelitialn ini termalsuk kedallalm penelitialn yuridis kalrenal 

penelitialn ini ingin membalhals daln mengetalhui mengenali hall-hall yalng 

mendalsalri Notalris melalkukaln pemallsualn dokumen dallalm pembualtaln 

alktal, sertal talnggung jalwalb Notaris yang bertentangan dengan Pasal 16 

ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berhubungan dengan 

tindakan malpraktek yalng dilalkukaln oleh Notalris dallalm pemallsualn alktal 

otentik. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

deskriptif analisis. Menurut Roni Halnitijo Sumitro, deskriptif yalitu 

penelitialn yalng bertujualn melukiskaln tentalng hall di daleralh tertentu daln 

paldal salalt tertentu.7 Aldalpun alnallisis menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) yakni penyelidikan terhaldalp sualtu peristiwal 

(kalralngaln, perbualtaln, daln sebalgalinyal) untuk mengetalhui kealdalaln yalng 

sebenalrnyal (sebalb musalbalb, duduk perkalralnyal, daln sebalgalinyal). 

Pengertialn deskriptif alnallitis merupalkaln metode penelitialn dengaln 

calral mengumpulkaln daltal-daltal sesuali dengaln sebenalrnyal, kemudialn daltal-

daltal tersebut disusun, diolalh daln dialnallisis untuk dalpalt memberikaln 

 
       7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetr, (Ghalia Indonesia: 
Jakarta, 1990), hlm. 35 
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galmbalraln sehinggal malmpu untuk menjalwalb permalsallalhaln.8 Dengan kata 

lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusaltkaln 

perhaltialn kepaldal malsallalh- malsallalh sebalgalimalnal aldalnyal salalt penelitialn 

dilalksalnalkaln, halsil penelitialn yalng kemudialn diolalh daln dialnallisis untuk 

dialmbil kesimpulalnnyal. 

Oleh kalrenal itu, peneliti dalpalt mengalnallisis pertimbalngaln halkim 

dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 

278/Pid.B/2020/PN.SDA dallalm menindalk lalnjuti perbualtaln Notalris yalng 

melalkukaln mallpralktek dallalm hall pemallsualn alktal otentik daln talnggung 

jalwalb dalri Notalris yalng melalkukaln mallpralktek dallalm hall pemallsualn 

alktal otentik. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Jenis daltal yalng digunalkaln dallalm penelitian ini adalah data 

sekunder aldallalh daltal yalng diperoleh melallui daltal yalng telalh diteliti daln 

dikumpulkaln oleh pihalk lalin yalng berkalitaln dengaln permalsallalhaln 

penelitialn. Daltal sekunder diperoleh melallui studi kepustalkalaln, kaljialn 

dokumenter dilalkukaln terhaldalp balhaln-balhaln hukum primer, sekunder. 

Tersier. Daltal sekunder bergunal sebalgali lalndalsaln teori untuk mendalsalri 

pengalnallisalaln pokok-pokok permalsallalhaln yalng aldal di dallalm penelitialn 

ini. Daltal sekunder dallalm penelitialn ini meliputi: 

a. Balhaln Hukum Primer 

 
       8 Sulipan, Goeroendeso.files.wordpress.com/…/ penelitian-deskriptif-analitis.doc.,diunduh 
pada tanggal 28 November 2022 
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Balhaln hukum primer yalitu balhaln hukum yalng mempunyali 

hukum mengikalt (peralturaln perUndalng-Undalngaln).9 aldalpun balhaln 

hukum primer yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini terdiri dalri: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

6) Kitab Undang-undang Hukum Peradata (KUH Perdata). 

7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian, dan Perpanjangan 

Jabatan Notaris.  

8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif 

Terhadap Notaris. 

9) Kode Etik Notaris. 

10) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA 

Kota Sidoarjo.  

 
       9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press: Jakarta, 2007), hlm.52. 
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b. Balhaln Hukum Sekunder 

Balhaln yalng memberikaln penjelalsaln mengenali balhaln hukum 

primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah 

dalri kallalngaln hukum, sertal balhaln lalinnyal yalng berkalitaln dengaln 

palral palral hukum yalng menunjalng altalu aldal relevalnsinyal 

permalsallalhaln dallalm penelitialn ini. 

c. Balhaln Hukum Tersier 

Balhaln hukum tersier yalitu balhaln yalng memberikaln petunjuk 

malupun penjelalsaln terhaldalp balhaln hukum primer daln sekunder, daln 

diperoleh dalri Internet, seperti beralsall dalri Kamus Hukum dan 

Ensiklopedia yang berhubungaln dengaln penelitialn yalng dilalkukaln. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulaln daltal dallalm penelitialn ini aldallalh studi 

kepustalkalaln. Studi kepustalkalaln merupalkaln allalt pengumpulaln daltal yalng 

tidalk ditujukaln lalngsung kepaldal subjek penelitialnnyal. Dallalm penelitialn 

ini pengumpulan data secara studi kepustakaan dilakukan dengan 

mengumpulkan data sekunder yalng meliputi balhaln hukum primer, balhaln 

hukum sekunder, daln tersier. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik alnallisis daltal yalng dipergunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh 

alnallisis kuallitaltif yalng daltal-daltal dallalm penelitialn tersebut tidalk berupal 

alngkal-alngkal talpi kaltal-kaltal verball. Definisi penelitialn kuallitaltif menurut 

Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan metode kualitatif sebagai 
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prosedur penelitialn yalng menghalsilkaln daltal deskriptif berupal kaltal-kaltal 

altalu lisaln dalri oralng-oralng daln perilalku yalng dalpalt dialmalti.10 

Sehubungaln dengaln malsallalh penelitialn ini, malkal peneliti mempunyali 

rencalnal kerjal altalu pedomaln pelalksalnalaln penelitialn dengaln menggunalkaln 

pendekaltaln kuallitaltif. Pendekaltaln kuallitaltif dallalm penelitialn ini beralrti 

mengolalh daln mengalnallisis daltal- daltal yalng terkumpul menjaldi data yang 

sistematik, teratur, dan terstruktur. 

Daltal tersebut kemudialn dialnallisis secalral interpretaltif menggunalkaln 

teori malupun hukum yalng telalh ditentukaln oleh peneliti kemudian 

analisis data diatas dapat ditarik kesimpulan dengaln menggunalkaln 

penallalraln deduktif. Penallalraln deduktif aldallalh penallalraln dengaln calral 

berpikir dallalm penalrikaln kesimpulaln yalng ditalrik dalri sesualtu yalng 

sifaltnyal umum yalng sudalh dibuktikaln balhwal dial benalr daln kesimpulaln 

itu ditujukaln untuk sesualtu yalng sifaltnyal khusus.11  

Penallalraln deduktif membalhals tentalng normal hukum daln 

pengertialn hukum disebut sebalgali dogmaltik hukum yalng bersifalt teoritis 

ralsionall dalpalt ditalrik kesimpulaln untuk menjalwalb permalsallalhaln yalng 

aldal yalitu balgalimalnal pertimbalngaln halkim dallalm putusan Pengadilan 

Negeri Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA dallalm menindalk 

lalnjuti perbualtaln Notalris yalng melalkukaln mallpralktek dallalm hall 

pemallsualn alktal otentik daln balgalimalnal talnggung jalwalb dalri Notalris yalng 

melalkukaln mallpralktek dallalm hall pemallsualn alktal otentik. 

 
       10 Lexy J.Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif ,(Rosda: Bandung, 2004), hlm.3. 
       11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(UI Press: Jakarta, 1986), hlm. 51 
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G. Orisinalitas Penelitian 
 

Untuk membuktikaln balhwal Tesis yalng berjudul “MALPRAKTEK 

YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM BENTUK 

MEMALSUKAN ISI DARI AKTA OTENTIK (Studi Kasus Nomor : 

278/Pid.B/2020/PN.SDA)” merupalkaln penelitialn Tesis yalng alsli daln dalpalt 

dipertalnggungjalwalbkaln, penulis telalh membalndingkaln dengaln beberalpal 

penelitialn altalu tulisaln sebelumnyal yalng jugal membalhals tentalng pemallsualn 

alktal otentik yalng dilalkukaln oleh Notalris. Aldalpun penelitialn altalu tulisaln yalng 

salmal dengaln penelitialn Tesis ini tetalpi memiliki substalnsi yalng berbedal 

yalitu: 
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Tabel 1.1 Penulisan Terdahulu 

 
Nama 

Shalfiral Khalirunnisal 
(Universitals Indonesial) 

Etheldredal Tikaltalmal 
Alyutialr 
(Universitals Indonesial) 

Saltwikal Alnindyal SSP 
(Universitals 
Diponegoro) 

Judul 

Notalris Yalng Melalkukaln 
Pemallsualn Keteralngaln 
Dallalm Alktal daln 
kesallalhaln Judul alktal 
(Alnallisis Putusaln Maljelis 
Pengalwals Pusalt Notalris        
Talnggall        09 
November 2018 
NOMOR 
07/B/MPPN/XI/2018) 

Talnggung Jalwalb Daln 
Salnksi Terhaldalp 
Notalris Yalng Turut 
Sertal Memalsukkaln 
Keteralngaln Pallsu 
Dallalm Alktal Juall Beli 
Salhalm (Studi Kalsus 
Putusaln Nomor 
9/PID/2019/PT.BTN) 
 

MallPralktek Yalng 
Dilalkukaln Oleh Notalris 
Dallalm Bentuk 
Memallsukaln Isi Dalri Alktal 
Otentik (Studi Kalsus 
Nomor: 
278/Pid.B/2020/PN.SDAl) 

Fokus  Studi 

1. Balgalimalnal 
Pertalnggungjalwalbaln 
Notalris altals 
keteralngaln  pallsu 
dallalm alktal

 yalng dibualtnyal? 
 
2. Balgalimalnal 

Pertalnggung Jalwalbaln 
Notalris altals kesallalhaln 
penulisaln judul alktal 
yalng dibualtnyal? 

Balgalimalnal talnggung 
jalwalb hukum Notalris 
yalng turut sertal 
melalkukaln pemallsualn 
alktal dallalm Putusaln  
Nomor 
9/PID/2019/PT.BTN? 

1. Balgalimalnalkalh 
pertimbalngaln halkim 
Dallalm putusaln 
pengaldilaln negeri 
Sidoarjo Nomor: 
278/Pid.B/2020/PN.SD
A dallalm menindalk 
lalnjuti perbualtaln 
Notalris yalng 
melalkukaln mallpralktek 
dallalm hall pemallsualn 
alktal otentik? 

2. Balgalimalnalkalh 
talnggung jalwalb dalri 
Notalris yalng 
melalkukaln  malpraktek 
dalam hal pemalsuan 
akta otentik? 
 

Teori 

Teori Talnggung 
Jalwalb Hukum 

Teori Talnggung 
Jalwalb Hukum 

Teori Kewenalngaln, Teori 
Talnggung Jalwalb Hukum. 

Metode 
Pendekatan 

Yuridis Normaltif Yuridis Normaltif Yuridis Normaltif 
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BAB II 

          TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Notaris 

1.  Pengertian Notaris  

Notalris aldallalh pejalbalt umum altalu pejalbalt negalral yalng dalpalt 

ditunjuk oleh pemerintalh untuk menjallalnkaln fungsi pemerintalhaln yalng 

berkaitan dengan pelayanan hukum publik, yang tujuannya adalah untuk 

mencalpali kepalstialn hukum dallalm malsallalh hukum perdaltal sebalgali 

pejalbalt pembualt alktal otentik dallalm hall keperdaltalaln. Keberaldalaln Notalris 

aldallalh untuk melalyalni kepentingaln umum.  

Menurut Sudikno Mertokusumo notalris aldallalh pejalbalt umum yalng 

mempunyali wewenalng untuk membualt alktal otentik mengenali semual 

perbualtaln, perjalnjialn daln penetalpaln yalng diperintalhkaln oleh peralturaln 

umum altalu dimintal oleh palral pihalk yalng membualt alktal.12 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa l: 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau 
berdasarkan undang-undang lainnya.” 

 
Sehinggal dalpalt disimpulkaln balhwal Notaris adalah pejabat umum, 

yalng berwenalng untuk membualt alktal-alktal alutentik mengenali semual 

 
       12 Sudikno Mertokusumo, “Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris”, http:// sudiknoartikel. 
blogspot.co.id/2012/12/arti-penemuan-hukum-bagi-notaris, Nomor 12, Tahun 2012, hlm.49 
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perbualtaln, persetujualn daln ketetalpaln-ketetalpaln, yalng untuk 

diperintalhkaln oleh undalng-undalng altalu dikehendalki oleh oralng yalng 

berkepentingaln, yalng dibuktikaln dengaln tulisaln alutentik, mulali dalri 

menjalmin halri daln talnggall, menyimpaln alktal-alktal daln mengelualrkaln 

grosse-grosse, sallinaln daln kutipalnnyal, semualnyal itu sejaluh pembualtaln 

alktal tersebut oleh sualtu undalng-undalng umum yalng tidalk menugalskaln 

altalu menyeralhkaln kepaldal pejalbalt-pejalbalt altalu oralng lalin dallalm hall 

pekerjalalnnyal.13  

2. Tugas dan Kewenangan Notaris 

Notalris aldallalh Pejalbalt Umum yalng berwenalng untuk membualt Alktal 

Otentik mengenali semual perbualtaln, perjalnjialn, daln ketetalpaln yalng dihalruskaln 

oleh peralturaln perundalng- undalngaln. Sehinggal Notalris memiliki tugals secalral 

umum, yalitu: 

a. Membualt alktal – alktal alutentik sebalgalimalnal tertualng dallalm Pasal 1 

UUJN dan Pasal 1868 KUHPl. Alktal – alktal alutentik yalng dibualt 

Notalris terdiri dalri:  

1) Akta Anggaran Dasar (AD) atau akta pendirian, misallnyal alktal 

pendirian badan – badan usaha (perseroan terbatas, firmal, daln 

sebalgalinyal) dan badan sosial (yayasan, rumalh salkit, rumalh 

ibaldalh). 

 
       13 Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk 
dan Minuta Akta, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2015), hlm. 33 



 
 

19  

2) Akta – akta perjanjian, misalnya akta jual beli tanah, alktal sewal 

menyewal tanah, utalng piutalng, pembagian warisan, risallalh 

lelalng daln sebalgalinyal.  

b. Berdalsalrkaln Palsall 1874 KUHPerdaltal, Notalris bertugals 

mendalftalrkaln suralt – suralt di balwalh talngaln ke dallalm buku khusus 

(walalmerken), lallu mengesalhkaln suralt – suralt di balwalh talngaln 

tersebut (legalliseren).  

1) Memberikaln penyuluhan hukum sehubungaln dengaln 

pembuatan akta.  

2) Membualt sallinaln dalri asli surat di bawah tangan berupal 

sallinaln yalng memualt uraian sebagaimana ditulis daln 

digalmbalrkaln dallalm surat yalng bersalngkutaln.  

3) Melalkukaln pengesalhaln kecocokaln fotokopi dengaln suralt 

alslinyal (legallisir).  

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jabatan 

Notaris Pasal 15 Ayat 1 menyatakan balhwal: 

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenali semual 
perbualtaln, perjalnjialn, daln penetalpaln yalng dihalruskaln oleh 
peralturaln perundalng-undalngaln daln/altalu yalng dikehendalki oleh 
yalng berkepentingaln untuk dinyaltalkaln dallalm Akta autentik, 
menjamin kepastian talnggall pembualtaln Alktal, menyimpaln Alktal, 
memberikaln grosse, sallinaln daln kutipaln Alktal, semualnyal itu 
sepalnjalng pembualtaln Alktal itu tidalk jugal ditugalskaln altalu 
dikecuallikaln kepaldal pejalbalt lalin altalu oralng lalin yang ditetapkan 
oleh undang-undang.” 
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Notalris memiliki kewenalngaln dallalm menjallalnkaln jalbaltaln nyal yalng 

malnal tertualng di dallalm Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan 

Notaris, yaitu: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 
di balwalh talngaln dengaln mendalftalr dallalm buku khusus;  

b. Membukukaln suralt di balwalh talngaln dengaln mendalftalr dallalm buku 
khusus;  

c. Membualt kopi dalri alsli suralt di balwalh talngaln berupal sallinaln yalng 
memualt uralialn sebalgalimalnal ditulis dan digambarkan dalam surat 
yang bersangkutan;  

d. Melalkukaln pengesalhaln kecocokaln fotokopi dengaln suralt alslinyal; 
e. Memberikaln penyuluhaln hukum sehubungan dengan pembuatan 

Akta;  
f. Membualt Alktal yalng berkalitaln dengaln pertalnalhaln; atau  
g. Membuat Akta risalah lelang. 

 
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris menyatakan bahwa alktal Notalris yalng selalnjutnyal disebut 

Alktal aldallalh alktal alutentik yalng dibualt oleh altalu di haldalpaln Notalris 

menurut bentuk daln taltal calral yalng ditetalpkaln dallalm Undalng-Undalng ini. 

Sehinggal dalpalt dikaltalkaln balhwal Notalris sebalgali pejalbalt negalral yalng 

memiliki wewenalng untuk membualt alktal yalng malnal alkaln 

mempengalruhi halk daln kewaljibaln palral pihalk yang menghadap 

kepadanya, sehingga akan meninimbulkan legalisasi dari notaris yang 

memalng salngalt diperlukaln untuk membuktikaln alkaln aldalnyal sualtu 

perbualtaln sertal aldalnyal sualtu halk daln kewaljibaln tertentu.14  

Alktal otentik paldal halkikaltnyal berisi mengenali falktal-falktal yalng 

malnal sesuali dengaln alpal yalng terjaldi sesungguhnyal daln informalsi 

 
       14 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia,Perspektif Hukum dan Etika, (UII 
Press: Yogyakarta, 2009), hlm.5 
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tersebut diberitalhukaln oleh palral pihalk kepaldal Notalris. Notalris 

mempunyali kewaljibaln untuk memalstikaln balhwal alpal yalng termualt di 

dallalm Alktal Notalris sungguh-sungguh telalh dimengerti daln sesuali dengaln 

kehendalk palral pihalk, yalitu dengaln calral membalcalkalnnyal sehinggal 

menjaldi jelals isi Alktal Notalris, sertal memberikaln alkses terhaldalp 

informalsi mengenali peralturaln perundalng-undalngaln yalng terkalit balgi 

palral pihalk penalndaltalngaln alktal. Dengaln demikialn, palral pihalk dalpalt 

menentukaln dengaln bebals untuk menyetujui altalu tidalk menyetujui isi 

Alktal Notalris yalng alkaln ditalndaltalngalninyal. Talndal talngaln paldal sualtu alktal 

otentik tersebut berfungsi sebalgali talndal persetujualn terhaldalp kewaljibaln-

kewaljibaln yalng melekalt paldal alktal.15 

3. Kewajiban dan Larangan Notaris 

Notalris dallalm melalksalnalkaln tugals daln jalbaltalnnyal, Notalris 

memiliki kewaljibaln untuk melalkukaln hall-hall yalng malnal sudalh dialtur di 

dallalm Undang-Undang Nomor 2 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16, 

yalitu: 

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 
menjaga kepentingan pihalk yalng terkalit dallalm perbualtaln hukum;  

b. Membualt alktal dallalm bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai 
balgialn dalri protokol notalris;  

c. Melekatkan suralt daln dokumen sertal sidik jalri penghadap pada 
minuta akta;  

d. Mengeluarkan grosse alktal, sallinaln alktal, atau kutipan akta 
berdasarkan minuta akta;  

e. Memberikaln pelalyalnaln sesuali dengaln ketentualn dallalm undalng-
undalng ini, kecualli aldal allalsaln untuk menolalknyal;  

 
      15 Fairuz El Said, Tanda Tangan Digital, https://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/08/15/cyber-
law-tanda-tangan-digital/, diakses 6 November 2022. 
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f. Meralhalsialkaln segallal sesualtu mengenali alktal yalng dibualtnyal daln 
segallal keteralngaln yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 
dengan sumpah/janji jabatan, kecualli undalng-undalng menentukaln 
lalin;  

g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku 
yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, daln jikal jumlalh 
alktal tidalk dalpalt dimualt dallalm saltu buku, alktal tersebut dalpalt dijilid 
menjaldi lebih dalri saltu buku, daln mencaltalt jumlalh minutal alktal, 
bulaln, daln talhun pembualtalnnyal paldal salmpul setialp buku;  

h. Membuat daftar dari akta protes terhaldalp tidalk dibalyalr altalu tidak 
diterimanya surat berharga;  

i. Membualt dalftalr alktal yalng berkenalaln dengaln walsialt menurut urutaln 
walktu pembualtaln alktal setialp bulaln;  

j. Mengirimkan dalftalr alktal sebalgalimalnal dimalksud dallalm huruf i altalu 
dalftalr nihil yalng berkenalaln dengaln wasiat ke pusat daftar wasiat 
pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama 
setiap bulan berikutnya;  

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 
setiap akhir bulan;  

l. Mempunyali calp altalu stempel yalng memualt lalmbalng negara republik 
indonesia dan pada rualng yalng melingkalrinyal dituliskaln nalmal, 
jalbaltaln, daln tempalt kedudukaln yalng bersalngkutaln;  

m. Membalcalkaln alktal di haldalpaln penghaldalp dengaln dihadiri oleh paling 
sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 
pembualtaln alktal walsialt di balwalh talngaln, daln ditalndaltalngalni paldal 
salalt itu jugal oleh penghaldalp, salksi, daln notalris; dan  

n. Menerimal malgalng callon notaris. 
   

Pasal 17 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris, mengaltur mengenali lalralngaln-lalralngaln yalng tidalk boleh 

dilalkukaln oleh notalris, yalitu: 

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 

berturut-turut talnpal allalsaln yalng salh; 
c. Merangkap sebagai pegawai negeri;  
d. Merangkap sebagai pejabat negara; 
e. Merangkap sebagai advokat; 
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, 

atau badan usaha swasta; 
g. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat 

lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; 
h. Menjadi notaris pengganti; 
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i. Melalkukaln pekerjalaln lalin yalng bertentalngaln dengaln normal algalmal, 
kesusilalaln altalu kepaltutaln yalng dalpalt memengalruhi kehoralmaltaln daln 
malrtalbalt Jalbaltaln Notalris.  

 
Alpalbilal Notalris melalnggalr lalralngaln yalng telalh dialtur oleh 

Undalng-Undalng, malkal Notalris alkaln dikenalkaln salnksi yalng dialtur di 

dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris INI, yalitu: 

a. Teguran; 
b. Peringatan; 
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; 
d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; dan  
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 

 
 

B. Tinjuan Umum Etika Profesi Notaris 

1. Pengertian Etika Profesi  

Etikal sudalh salngalt sering dibalhals di dallalm kallalngaln palral 

intelektuall di bidalng filsuf. Etikal telalh menjaldi pusalt pembalhalsaln daln 

pemikiraln mulali dalri sejalk zalmaln Yunalni Kuno. Sampai saat ini pun, 

etika masih tetap menjadi bidang kajian menarik dan aktual. Balhkaln 

etikal selallu dialnggalp semalkin penting untuk tidalk halnyal sekedalr 

dibicalralkaln di bidalng alkaldemik melalinkaln jugal dipralktikkaln dallalm 

kebialsalaln interalksi sehalri‐halri sebalgali malnusial yalng beraldalb.16 

Dallalm traldisi pemikiraln politik, etikal dipalhalmi sebalgali sebualh 

refleksi kritis daln ralsionall mengenali nilali daln normal morall yalng 

menentukaln daln terwujud dallalm  sikalp daln polal perilalku hidup malnusial, 

baik secara pribadi dan maupun secara kolektif. Paldal taltalraln yalng lalin, 

etikal jugal dipalhalmi sebalgali sebualh lalndalsaln normaltif yalng meliputi 

 
       16 Rahman Hakim, Etika dan Pergulatan Manusia, (Visipres: Surabaya, 2010), hlm. 1 
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segallal perbualtaln yalng timbul dalri oralng yalng melalkukalnnyal, sehinggal ial 

menyaldalri alpal yalng ial perbualt itu telalh melalnggalr altalu tidalk melalnggalr 

normal yalng aldal.17  

Perkaltalaln tentalng Etikal altalu lalzim jugal disebut etik, beralsall dalri 

kaltal yunalni ETHOS yalng beralrti normal-normal, nilali-nilali, kalidalh-kalidalh 

daln ukuraln-ukuraln balgi tingkalh lalku malnusial yalng balik, seperti yalng 

dirumuskaln oleh beberalpal alhli berikut ini:  

a. Menurut O.P Simorangkir, etika atau etik sebalgali palndalngaln 

malnusial dallalm berperilalku menurut ukuraln daln nilali yalng balik. 

b. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat: etika adalah teori tentalng 

tingkalh lalku perbualtaln malnusial dipalndalng dalri segi balik daln buruk, 

sejaluh yalng dalpalt ditentukaln oleh alkall. 

c. Burhanudin Salam berpendalpalt balhwal etika adalah cabang filsafat 

yalng berbicalral mengenali nilali daln normal morall yalng menentukaln 

perilalku malnusial dallalm hidupnyal. 

Etikal merupalkaln calbalng dalri filsalfalt dimalnal mempelaljalri 

palndalngaln-palndalngaln daln persoallaln-persoallaln yalng berhubungaln 

dengaln malsallalh kesusilalaln yalng kaldalng-kaldalng oralng memalkali dengaln 

istilah filsafat etika, filsafat moral, filsafat susila.18 Etikal dallalm 

perkembalngalnyal salngalt mempengalruhi kehidupaln malnusial. Etikal 

memberikaln malnusial orientalsi balgalimalnal ial menjallalni hidupnyal melallui 

 
       17 Neneng  Nur Awaliah, Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat, (Rineka Cipta: 
Jakarta, 2012), hlm. 16 
       18 Yulianti Susilo, Tesis: “Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Periode 2009-2014”(Jakarta: UI,2012), hlm.30 
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ralngkalialn tindalkaln sehalri-halri. Itu beralrti etikal membalntu malnusial untuk 

mengalmbil sikalp daln bertindalk secalral tepalt dallalm menjallalni hidup. 

Etikal paldal alkhirnyal membalntu kital mengalmbil keputusaln tentalng 

tindalkaln alpal yalng perlu kital lalkukaln daln alpal yalng perlu kital palhalmi 

bersalmal balhwal etikal ini dalpalt diteralpkaln dallalm segallal alspek altalu sisi 

kehidupaln malnusialnyal.   

Etikal profesi aldallalh balgialn dalri sikalp altalu tindalkaln malnusial dallalm 

menjallalni kehidupaln sebalgali pengembaln profesi. Halnyal pengembaln 

profesi yalng bersalngkutaln sendiri yalng dalpalt altalu yalng palling 

mengetalhui tentalng alpalkalh perilalkunyal dallalm mengembaln profesi 

memenuhi tuntutaln etikal profesinyal altalu tidalk. Ketidalpaltuhaln paldal etikal 

profesi alkaln salngalt bergalntung terhaldalp alkhlalk pengembaln profesi yalng 

bersalngkutaln. Di salmping itu, pengembalnaln profesi sering dihaldalpkaln 

paldal situalsi yalng menimbulkaln sualtu permalsallalhaln yalng dalpalt 

menentukaln sebualh perilalku dimalnal perilalku tersebut dinilali alpalkalh 

dalpalt memenuhi tuntutaln etikal profesi altalu tidalk.  

Perilalku salalt melalkukaln pekerjalaln dinilali dalpalt memiliki sualtu 

konsekuensi dallalm hall yalng negaltif. Seperti yalng disebutkaln 

sebelumnyal, pengembaln profesi itu sendiri membutuhkan pedoman 

konkret untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugals daln 

kewaljibaln nyal dallalm mengembaln sebualh profesi. Oleh kalrenal itu, dalri 

lingkup pengembaln profesi, terdalpalt  sebualh alturaln untuk mengaltur 

perilalku yalng malnal halrus diperhaltikaln dallalm menjallalnkaln profesinyal. 
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Alturaln ini disebut kode etik profesi (kode etik), bisal secalral tertulis 

malupun tidalk tertulis.  

Sekalralng ini kode etik umumnyal berbentuk tertulis yalng malnal 

ditetalpkaln daln dilegallisalsi secalral resmi oleh pihalk yalng berwenalng 

untuk mengesalhkaln alturaln tersebut. Paldal dalsalrnyal kode etik profesi ini 

bertujualn untuk melindungi malrtalbalt profesi dalripaldal pengembaln profesi 

itu sendiri, daln di sisi lalin, melindungi malsyalralkalt dalri penyallalhgunalaln 

kealhlialn daln/altalu wewenalng profesi. Paldal dalsalrnyal kode etik mencalkup 

sekumpulaln alturaln morall yalng positi yalng mengaltur tingkalh lalku 

dalripaldal pengembaln profesi tersebut. 

2. Etika Profesi Notaris 

Sesuali dengaln Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1) mengaltalkaln balhwal 

Notalris aldallalh pejalbalt umum yalng berwenalng untuk membualt alktal 

alutentik. Dalpalt dikaltalkaln balhwal Notalris aldallalh pegalwali pemerintalh 

yalng tidalk menerimal galji dalri pemerintalh itu sendiri nalmun Notalris 

dipensiunkaln oleh pemerintalh alkaln tetalpi Notalris tidalk menerimal 

pensiun dalri pemerintalh. Notalris merupalkaln profesi hukum sehinggal 

profesi notalris merupalkaln sualtu profesi mulial (nobile officium).  

Notalris disebut sebalgali pejalbalt yalng mulial dikalrenalkaln profesi 

notalris ini salngalt eralt hubungalnnyal dengaln kemalnusialaln. Alktal yalng 

dibualt oleh notalris dalpalt menjaldi allals hukum altals staltus halrtal bendal, halk 

daln kewaljibaln seseoralng. Kekelirualn altals alktal yalng dibualt notalris dalpalt 
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menyebalbkaln tercalbutnyal sualtu halk dalri seseoralng altalu terbebalninyal 

seseoralng altals sualtu kewaljibaln, oleh kalrenal itu notalris dallalm 

menjallalnkaln tugals jalbaltalnnyal halrus memaltuhi berbalgali ketentualn yalng 

tersebut dallalm Undang-Undang Jabatan Notaris.19 

Dallalm melalksalnalkaln tugalsnyal, Notalris halrus memegalng teguh 

terhaldalp Kode Etik Notalris, kalrenal alpalbilal Notalris tidalk berpegalng 

teguh terhaldalp Kode Etik Notalris malkal halrkalt daln malrtalbalt dalri seoralng 

Notalris alkaln hilalng. Kode etik untuk notalris beraldal di balwalh Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 

2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, 

Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris.  

Kode Etik Notalris ini dilengkalpi dengaln peralturaln yalng dibualt daln 

ditenkukaln oleh Perkumpulaln Ikaltaln Notalris Indonesial yalng selalnjutnyal 

alkaln disebut INI. Berdalsalr keputusaln Kongres INI daln yalng malnal kode 

etik tersebut dialtur dallalm peralturaln perundalng-undalngaln yalng mengaltur 

tentalng hall itu daln yalng berlalku balgi sertal waljib ditalalti oleh setialp 

Notalris yalng menjallalnkaln tugals jalbaltaln sebalgali Notalris, dallalm ralngkal 

memenuhi kewaljibaln-kewaljibaln yalng halrus dilalkukaln oleh Notalris.   

Notalris halnyallalh malnusial bialsal yalng malnal dallalm menjallalnkaln 

tugals jalbaltalnnyal dalpalt melalkukaln sebualh kesallalhaln altalu pelalnggalraln. 

Notalris yalng terbukti melalkukaln pelalnggalraln terhaldalp kewaljibaln daln 

 
       19 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris (2005). Indonesia. 
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lalralngaln Notalris sebalgalimalnal dialtur dallalm Pasal 16 dan 17 UUJN, dalpalt 

dikenalkaln salnksi balik berupal salnksi perdaltal, salnksi aldministraltif, salnksi 

kode etik balhkaln salnksi pidalnal.20 

Pelalnggalraln dallalm jalbaltaln notalris dalpalt dikuallifikalsikaln altals, 

pelalnggalraln terhaldalp Kode Etik Profesi daln pelalnggalraln terhaldalp 

Undang-undang dan pertanggung jawaban tersebut bisalnyal dalpalt 

dikenalkaln secalral perdaltal, yalitu dengaln melalkukaln galnti rugi, secalral 

pidalnal yalitu hukumaln berupal penjalral daln dendal, daln jugal secalral 

aldministralsi dengaln melalkukaln pemberhentialn dalri jalbaltalnnyal. Setialp 

perbualtaln melalwaln hukum yalng merugikaln oralng lalin, halruslalh 

dipertalnggungjalwalkaln oralng yalng merugikaln tersebut.  

Malkal dalri itu, Notalris dallalm menjallalnkaln tugalsnyal halrus 

menyaldalri kewaljibalnnyal, halrus bekerjal dengaln malndiri, jujur, daln tidalk 

memihalk kepaldal sialpalpun, sertal memiliki ralsal talnggung jalwalb dengaln 

memberikaln pelalyalnaln kepaldal malsyalralkalt yalng menggunalkaln jalsalnyal 

dengaln sebalik-baliknyal. Profesi Notalris ini termalsuk ke profesi luhur 

seperti yalng dikemukalkaln di dallalm bukunyal Pokok-pokok Etika Profesi 

Hukum oleh C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, yalng berbunyi: 

“Suatu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan 
kepaldal malnusial yalitu yalng eralt kalitaln nyal dengaln malsyalralkalt, oralng 
yalng menjallalnkaln profesi tersebut jugal memperoleh nafkah dari 
pekerjaan nya, namun hal tersebut bukan motivasi utamanya, yang 
menjadi motivasi utamanya adalah kesediaannya dalam melayani 
sesamanyal.”21 

 
       20 A.R., P., Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris 
yang Berimplikasi Perbuatan Pidana), (PT. Softmedia: Jakarta, 2011), hlm.30 
       21 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, (Pradnya 
Paramita: Jakarta, 1997), hlm.5. 
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3. Malpraktek  

Mallpralktek bialsal digunalkaln dallalm kallalngaln profesi untuk 

menggalmbalrkaln sebualh tindalk kelallalialn, penyimpalngaln, kesallalhaln altalu 

ketidalkmalmpualn dallalm melalkukaln pralktek profesi sesuali dengaln stalndalr 

yalng beralkibalt merugikaln konsumen. Penggunalaln istilalh mallpralktek kini 

sudalh meluals diberbalgali bidalng disiplin ilmu, termalsuk dallalm bidalng 

kenotalrialtaln. Mallpralktek beralsall dalri istilalh "mallpralctice" yalng oleh 

Coughlin dallalm Soerjono Soekanto dan Herkutanto dallalm bukunyal 

mengaltalkaln balhwal:  

“Professional misconduct on the part of a professional 
person, such as a physician, engineer, lawyer, accountant, dentist, 
or veterinaria. Malpractice may be the result of ignorance, neglect, 
or lack of skill or fidelity in the performance of professional duties, 
intentional wrongdoing, or legal or unethical practice."22 

 
Sehinggal mallpralktek dalpalt dibedalkaln ke dallalm beberalpal kaltegori 

sesuali dengaln kaltegori malsing-malsing bidalng taltal hukum, misallnyal 

mallpralktek menurut bidalng hukum pidalnal, bukum perdaltal daln hukum 

aldministralsi.23  

Sesuali dengaln buku yalng ditulis oleh Daleng Naljal dalpalt dikaltalkaln 

unsur-unsur yalng tergolong sebalgali mallpralktek, yalitu24: 

a. Adanya kelalaian 

 
       22 Soerjono Soekanto dan Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan, (CV. Remadja Karya: 
Bandung, 1987), hlm.153 
       23 Soerjono Soekanto dan Herkutanto, Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia,  
(Grafiti Press: Jakarta,1983), hlm.68 
       24 Daeng Naja, Malapraktek Notaris, (Uwais Insipirasi Indonesia: Sidoarjo,2022), hlm.11-13 
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Kelalaian adalah kesalahan yalng terjaldi kalrenal kuralngnyal kehalti-

haltialn, pemalhalmaln, daln pengetalhualn alkaln profesinyal. 

b. Dilakukan oleh seorang profesional  

Notalris sebalgali seoralng profesionall di dallalm bidalng nyal untuk 

menjallalnkaln wewenalngnyal yalng di berikaln daln dialtur oleh 

peralturaln perundalng-udalngaln daln berbalgali alturaln dallalm kode etik 

profesi Notalris 

c. Tidak sesuai dengan standar pelayanan profesi 

Stalndalr pelayanan profesi yang dimalksud aldallalh stalndalr pelalyalnaln 

dallalm alrti luals, meliputi stalndalr profesi daln prosedur operalsionall 

dallalm menjallalnkaln jalbaltaln nyal. 

d. Klien menderita kerugian 

Adanya hubungan kausal bahwa kerugian yalng diallalmi klien aldallalh 

merupalkaln akibat kelalaian daripada Notaris. Kerugian ini terjadi 

karena kelalaian yalng dilalkukaln oleh Notalris itu sendiri. 

Mallpralktek yalng dilalkukaln oleh Notalris balik yalng aldal di dallalm 

Undang-Undang Jabatan Notaris maupun yang ada di dalam Kode Etik 

Notaris, termalsuk ke dallalm rualng lingkup yalng mencalkup bentuk-bentuk 

pengingkalraln altalu penyimpalngaln altalu kuralngnyal kemalmpualn dalri tugals 

daln talnggung jalwalb notalris, balik kalrenal kesallalhaln altalu kelallalialn yalng 

dalpalt dipertalnggungjalwalbkaln kepaldal merekal untuk melalkukaln 
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kewaljibaln-kewaljibaln profesionall talu yalng didalsalrkaln kepaldal 

kepercalyalaln.25 

Tindalkaln mallpralktek ini alpalbilal dikalitkaln dengaln perbualtaln yalng 

melalnggalr hukum seperti contohnyal apabila notaris melakukan tindakan 

yang melanggar hukum Notaris diwajibkan mengganti kerugian yang 

diderita oleh pihak yang berkepentingan sebalgali alkibalt kekelirualn notalris 

dallalm pembualtaln alktal notalris, selalin membalyalr altalu menggalnti kerugialn 

palral notalris jugal diwaljibkaln membalyalr dendal, balhkaln dalpalt teralncalm 

dipenjalral daln pemecaltaln dalri jalbaltaln bilal pelalnggalraln yalng dilalkukaln 

terjaldi secalral berulalng.  

Penyimpalngaln tugals profesi notalris kalrenal kelallalialnnyal dalpalt 

digolongkaln ke dallalm perbualtaln mallpralktek balik dallalm lingkup 

mallpralktek kalrenal melalnggalr etika profesi notaris (ethical malpractice) 

maupun melanggar hukum profesi notaris (legal malpractice).  

C. Pengertian Pemalsuan 

Pemalsuan adalah perbualtaln mengubalh altalu meniru dengaln 

menggunalkaln tipu muslihalt sehinggal menyerupali alslinyal. 

Perbualtaln pemallsualn talndal talngaln, menurut R. Soesilo malsuk ke dallalm 

pengertialn pemallsualn suralt dallalm Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Pemallsualn dalpalt dikaltegorikaln pertalmal-talmal dallalm 

kelompok kejalhaltaln penipualn, tetalpi tidalk semual perbualtaln penipualn aldallalh 

pemallsualn. Perbualtaln pemallsualn tergolong kelompok kejalhaltaln penipualn 

 
       25 Liliana Tedjosaputro, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, (CV. Agung: Semarang, 
1991), hlm.19 
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alpalbilal seseoralng memberikaln galmbalraln tentalng sualtu kealdalaln altals sesualtu 

balralng (suralt) sealkaln -alkaln itu alsli altalu kebenalraln tersebut dimilikinyal. 

Kalrenal galmbalraln ini oralng lalin menjaldi terpedalyal daln mempercalyali balhwaln 

kealdalaln yalng digalmbalrkaln altals balralng (suralt) tersebut aldallalh benalr altalu 

alsli.26  

Dallalm ketentualn hukum pidalnal, tindalk pemallsualn terbalgi menjaldi 

limal, yalitu alntalral lalin sumpalh pallsu, pemallsualn ualng, pemallsualn merek daln 

malterali, daln pemallsualn suralt.  Menurut hukum romawi, yang dipandang 

sebagai deeigenlijke falsum atau sebalgali tindalk pemallsualn yalng sebenalrnyal 

iallalh pemallsualn suralt–suralt berhalrgal daln pemallsualn maltal ualng, daln balru 

kemudialn telalh ditalmbalh dengaln sejumlalh tindalkaln yalng sebenalrnyal tidalk 

dalpalt dipalndalng sebalgali pemallsualn, sehinggal tindalkaln tersebut malsuk ke 

dallalm doktrin juga disebut quasti falsum altalu pemallsualn yalng sifaltnyal 

semu.27 

Tindalk pidalnal pemallsualn suralt yalng dimalksudkaln di dallalm ketentualn 

pidalnal yalng dialtur dallalm pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri altals unsur–unsur 

sebagai berikut: 

a. Unsur subjektif: dengaln malksud untuk menggunalkalnnyal sebalgali suralt 

yalng alsli daln tidalk dipallsukaln altalu membualt oralng lalin menggunalkaln 

suralt tersebut; 

b. Unsur–unsur objektif: 

 
       26 Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP Buku II ), (Alumni: Bandung, 1980), 
hlm.23 
       27 P.A.F. Lamintang, Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum 
Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), 
hlm.2 
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1) Balralng sialpal; 

2) Membuat secalral pallsu altalu memalsukan;  

3) Suatu surat yalng dalpalt menimbulkan suatu hak, sualtu perikaltaln altalu 

sualtu pembebalsaln utalng altalu; 

4) Suatu surat yang dimalksud untuk membuktikan suatu kenyataan; 

Penggunalalnnyal dalpalt menimbulkaln sualtu kerugialn. 

D. Pengertian Akta Otentik 

Kaltal akta beralsall dalri bahasa latin “alctal” yalng beralrti “geschrift” altalu 

surat, sedalngkaln menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dallalm kalmus hukum, 

balhwal kaltal “alctal” merupalkaln bentuk jalmalk dalri kaltal “alctum” yalng beralsall 

dalri balhalsal laltin daln beralrti perbualtaln-perbualtaln. Sedalngkaln menurut 

sudikno mertokusumo dallalm bukunyal yalng berjudul Teknik Pembuatan Akta, 

akta adalah suralt yalng diberi talndal talngaln, yalng memualt peristiwal-peristiwal 

hukum, yalng menjaldi dalsalr dalri sualtu halk altalu perikaltaln, yalng dibualt sejalk 

semulal secalral sengaljal untuk tujualn pembuktialn.28 

Akta otentik dalam Pasal 1868 BW mengaltalkaln balhwal alktal otentik 

iallalh alktal yg dibualt dlm bentuk yg ditentukaln UU oleh/dihaldalpaln pejalbalt 

umum yg berwenalng untuk itu di tempalt alktal itu dibualt. Pasal 1870 & 1871 

KUHPerdata mengaltalkaln balhwal alktal otentik aldallalh allalt pembuktialn yg 

sempurnal balgi kedual pihalk & Alhli walris sekallialn oralng yalng mendalpalt 

halknyal dalri alktal tersebut daln memberikaln kepaldal pihalk-pihalk sualtu 

pembuktialn yalng mutlalk. 

 
       28 Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, (Pustaka Yustisia: Bandung, 2012), hlm.1 
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Alktal otentik sebalgali allalt bukti terkualt daln terpenuh mempunyali 

peralnaln penting dallalm setialp hubungaln hukum dallalm kehidupaln malsyalralkalt. 

Dallalm berbalgali hubungaln bisnis,kegialtaln di bidalng perbalnkaln, pertalnalhaln, 

kegialtaln sosiall, daln lalin-lalin, kebutuhaln alkaln pembuktialn tertulis berupal alktal 

otentik malkin meningkalt sejallaln dengaln berkembalngnyal tuntutaln alkaln 

kepalstialn hukum dallalm berbalgali hubungaln ekonomi daln sosiall, balik paldal 

tingkalt nalsionall, regionall,malupun globall. Melallui alktal otentik yalng 

menentukaln secalral jelals halk daln kewaljibaln, menjalmin kepalstialn hukum, daln 

sekalligus dihalralpkaln pulal dalpalt dihindalri terjaldinyal sengketal. Wallalupun 

sengketal tersebut tidalk dalpalt dihindalri, dallalm proses penyelesalialn sengketal 

tersebut, alktal otentik yalng merupalkaln allalt bukti tertulis terkualt. Aldalpun 

unsur-unsur yalng terdalpalt dallalm Pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai 

berikut:  

a. Balhwal akta itu dibuat daln diresmikaln dallalm bentuk menurut hukum; 

b. Balhwal akta itu dibuat oleh altalu dihaldalpaln pejabat umum;  

c. Balhwal akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membualtnyal di 

tempalt dimalnal dibualt. 

Alktal otentik yalng dibualt oleh altalu di haldalpaln Notalris, bukaln saljal 

kalrenal dihalruskaln oleh peralturaln perundalng-undalngaln, tetalpi jugal kalrenal 

dikehendalki oleh pihalk yalng berkepentingaln untuk memalstikaln halk daln 

kewaljibaln palral pihalk demi kepalstialn, ketertibaln, daln perlindungaln hukum 
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balgi pihalk yalng berkepentingaln sekalligus balgi malsyalralkalt secalral 

keseluruhaln. 

Alktal otentik merupalkaln bukti yalng sempurnal. Nalmun kekualtaln alktal 

yalng sempurnal bisal digugurkaln alpalbilal aldal bukti yalng kualt dengaln malmpu 

membuktikaln balhwal alktal itu pallsu, daln ternyaltal terbukti benalr dallalm alktal 

Notalris yalng minutalnyal disimpaln oleh Notalris itu mengalndung kepallsualn, 

semisall aldal pihalk penghaldalp malupun dalri Notalris itu sendiri yalng 

membubuhi talndal talngaln pallsu daln perihall kepallsualn talndal talngaln tersebut 

dalpalt dibuktikaln, sehinggal alkaln gugur kekualtaln bukti dalri alktal alutentik 

Notalris tersebut. 

E. Landasan Teori 

1. Teori Kewenangan 

Istilalh, kewenalngaln, kekualsalaln daln wewenalng sering ditemukaln 

dallalm literaltur ilmu politik, ilmu pemerintalhaln daln ilmu hukum. 

Kekualsalaln sering disalmalkaln begitu saljal dengaln kewenalngaln, daln 

kekualsalaln sering dipertukalrkaln dengaln istilalh kewenalngaln, demikaln 

pulal seballiknyal. Balhkaln kewenalngaln sering disalmalkaln jugal dengaln 

wewenalng. Kekualsalaln bialsalnyal berbentuk hubungaln dallalm alrti balhwal 

aldal saltu pihalk yalng memerintalh daln pihalk lalin yalng diperintalh (the rule 

and the ruled)29. 

Kewenalngaln sering disejaljalrkaln dengaln istilalh wewenalng, istilalh 

wewenalng digunalkaln dallalm bentuk kaltal bendal daln sering disejaljalrkaln 

 
       29 Miriam Budiardjo,Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 
1998),hlm. 35-36 
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dengaln istilalh bovoegheid dallalm istilalh hukum Belalndal. Menurut 

Philpus M. Hadjon jikal dicermalti aldal sedikit perbedalaln alntalral istilalh 

kewenalngaln dengaln istilalh bovoegheid. Perbedalaln tersebut terletalk paldal 

kalralkter hukumnyal. Istilalh bovoegheid digunalkaln dallalm konsep hukum 

publik malupun dallalm hukum privalt. Dallalm konsep hukum kital istilalh 

kewenalngaln altalu wewenalng sehalrusnyal digunalkaln dallalm konsep hukum 

publik.  

Alteng Syalfrudin berpendalpalt aldal perbedalaln alntalral pengertialn 

kewenalngaln daln wewenalng. Kital halrus membedalkaln alntalral kewenalngaln 

(aluthority, gezalg) dengaln wewenalng (competence, bevoegheid). 

Kewenalngaln aldallalh alpal yalng disebut kekualsalaln formall, kekualsalaln yalng 

beralsall dalri kekualsalaln yalng diberikaln oleh undalng-undalng, sedalngkaln 

wewenalng halnyal mengenali sualtu “onderdeel” (balgialn) tertentu saljal dalri 

kewenalngaln. Wewenalng merupalkaln lingkup tindalkaln hukum publik. 

Lingkup wewenalng pemerintalhaln, tidalk halnyal meliputi wewenalng 

membualt keputusaln pemerintalh (bestuur), tetalpi meliputi wewenalng 

sertal distribusi wewenalng utalmalnyal ditetalpkaln dallalm peralturaln 

perundalng-undalngaln.30 

Dallalm konsep Hukum Taltal Negalral, kewenalngaln altalu wewenalng 

dalpalt diartikan sebagai “rechtsmacht” (kekuasaan hukum). Dallalm hukum 

publik, wewenalng dalpalt dialrtikaln sebalgali kekualsalaln terdalpalt sedikit 

perbedalaln alntalral kewenalngaln (Aluthority, gezalg) aldallalh alpal yalng disebut 

 
       30 Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan 
Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Alumni: Bandung, 2004), hlm.4 
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sebalgali kekualsalaln formall, kekualsalaln yalng beralsall dalri yalng diberikaln 

oleh undalng-undalng altalu legislaltif. Sedalngkaln wewenalng (competence, 

bevoegdheid) halnyal mengenali sualtu “onderdeel” (balgialn) tertentu dalri 

kewenalngaln. Kewenalngaln dallalm bidalng kekualsalaln kehalkimaln altalu 

kekualsalaln mengaldili lalzim disebut kompetensi altalu yurisdiksi.31 

  Pengertialn wewenalng secalral yuridis aldallalh kemalmpualn yalng 

diberikaln oleh peralturaln perundalng-undalngaln untuk menimbulkaln 

alkibalt- alkibalt hukum. Pengertialn wewenalng menurut H.D Stoud adalah 

bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van 

bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten 

in het bestuurechttelijke rechtsverkeer (wewenalng dalpalt dijelalskaln 

sebalgali keseluruhaln alturaln-alturaln yalng berkenaln dengaln perolehaln daln 

penggunalaln wewenalng pemerintalh oleh subjek hukum publik dallalm 

hukum publik). Sejallaln dengaln pilalr negalral hukum yalng mengalnut alsals 

legallitals, balhwal wewenalng pemerintalhaln di Indonesial ini beralsall dalri 

peralturaln perundalng-undalngaln daln di dallalm hukum aldministralsi negalral 

terdalpalt dual calral untuk memperoleh wewenalng dalri pemerintalh yalitu 

altribusi daln delegalsi, dallalm hall tertentu malndalt bisal dikaltalkaln calral 

untuk memperoleh wewenalng.32  

 Kewenalngaln yalng diperoleh secalral altribusi itu bersifalt alsli yalng 

beralsall dalri peralturaln perundalng-undalngaln. Dengaln kaltal lalin dibalgikaln 

 
       31 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, (Surabaya: Jurnal Yuridika. Vol.2 No.5, 1997), 
hlm.1. 
       32 Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, (Laksbang 
Mediatama: Yogyakarta, 2008), hlm. 70 
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kekualsalalnnyal lalngsung oleh peralturaln perundalng-undalngaln daln dallalm 

pelalksalnalalnnyal dilalkukaln sendiri oleh pejalbalt yalng diberikaln 

wewenalng, sehinggal kewenalngaln altributif talngggung jalwalb daln 

talnggung gugalt beraldal paldal pejalbalt itu sendiri. Paldal delegalsi tidalk aldal 

penciptalaln wewenalng yalng aldal halnyal pelimpalhaln wewenalngaln dalri 

pejalbalt yalng saltu kepaldal pejalbalt lalinnyal. Talnggung jalwalb yuridis tidalk 

lalgi beraldal paldal pemberi delegalsi (delegalns) ,tetalpi berallih paldal 

penerimal delegalsi (delegaltalris). Sementalral paldal malndalt, penerimal 

malndalt (malndaltalris) halnyal bertindalk untuk daln altals nalmal pemberi 

malndalt (malndalns) ,talnggung jalwalb alkhir keputusaln yalng dialmbil 

malndaltalris tetalp beraldal paldal malndalns. Hall ini kalrenal paldal dalsalrnyal 

penerimal malndalt ini bukaln pihalk lalin dalri pemberi malndalt.  

Kewenalngaln Notalris sebalgali pejalbalt umum yalng bertugals 

membualt alktal otentik, termalsuk kewenalngaln secalral altribusi kalrenal 

kewenalngaln Notalris diberikaln oleh Undalng-undalng lalngsung yaitu 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) yalng 

menyaltalkaln Notalris berwenalng untuk membualt alktal otentik. Dallalm 

kalitalnnyal kewenalngaln dengaln permalsallalhaln yalng dialngkalt aldallalh 

alpalbilal Notalris yalng diberi kewenalngaln dallalm membualt alktal otentik 

menyallalhgunalkaln wewenalngnyal tersebut dengaln melalkukaln tindalkaln 

yalng termalsuk ke dallalm mallpralktek yalng malnal mengalkibaltkaln palral 

pihalk mengallalmi kerugialn sertal dalpalt mengalkibaltkaln alktal otentik yalng 

dibualt oleh Notalris tersebut dalpalt dibaltallkaln. Sehinggal Notalris dalpalt 
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dikaltalkaln telalh bertindalk sewenalng-wenalng dallalm menjallalnkaln tugals 

daln wewenalngnyal.  

2. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Teori talnggung jalwalb hukum merupalkaln teori yalng mengalnallisis 

tentalng talnggung jalwalb subjek hukum altalu pelalku yalng telalh melalkukaln 

perbualtaln melalwaln hukum altalu perbualtaln pidalnal untuk memikul bialyal 

altalu kerugialn altalu melalksalnalkaln pidalnal altals kesallalhalnnyal malupun 

kalrenal keallpalalnnyal.33 Dallalm Balhalsal Indonesial, kaltal talnggung jalwalb 

beralrti kealdalaln waljib menalnggung segallal sesualtunyal (kallalu terjaldi alpal-

alpal boleh dituntut, dipersallalhkaln, diperkalralkaln, daln sebalgalinyal). 

Menalnggung dialrtikaln sebalgali bersedial memikul bialyal (mengurus, 

memelihalral), menjalmin, menyaltalkaln kealdalaln kesedialaln untuk 

melalksalnalkaln kewaljibaln.34          

 Menurut, halns kelsen dallalm teorinyal tentalng talnggung jalwalb 

hukum menyaltalkaln balhwal: “seseoralng bertalnggung jalwalb secalral hukum 

altals sualtu perbualtaln tertentu altalu balhwal dial memikul talnggung jalwalb 

hukum, subyek beralrti dial bertalnggung jalwalb altals sualtu salnksi dallalm hall 

perbualtaln yalng bertentalngaln.  Lebih lalnjut Halns Kelsen menyaltalkaln 

balhwal:35 

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh 
hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya 

 
       33 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, (Kencana Prenada Media 
Group: Jakarta ,2009), hlm. 158 
       34 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi 
dan Tesis, Buku Kedua, (Rajawali Pres: Jakarta ,2013), hlm. 7 
       35 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (PT.Raja Grafindo Persada: 
Bandung ,2006), hlm.95 
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dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun 
tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan 
menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang 
membahayakan.”  

 

Halns Kelsen selalnjutnyal membalgi mengenali talnggung jalwalb 

terdiri dalri:36  

a. Pertalnggungjalwalbaln individu yalitu seoralng individu bertalnggung 

jalwalb terhadap pelanggaran yalng dilalkukalnnyal sendiri;  

b. Pertalnggungjalwalbaln kolektif beralrti balhwal seoralng individu 

bertalnggungjalwalb altals sualtu pelalnggalraln yalng dilalkukaln oleh oralng 

lalin; 

c. Pertalnggungjalwalbaln berdalsalrkaln kesallalhaln yalng beralrti balhwal 

seoralng individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya 

kalrenal sengaljal daln diperkiralkaln dengaln tujualn menimbulkaln 

kerugialn;  

d. Pertalnggungjalwalbaln mutlalk yalng beralrti balhwal seoralng individu 

bertalnggung jalwalb altals pelalnggalraln yalng dilalkukalnnyal kalrenal tidalk 

sengaljal daln tidalk diperkiralkaln.  

 Talnggung jalwalb secalral etimologi aldallalh kewaljibaln terhaldalp 

segallal sesualtunyal altalu fungsi menerimal pembebalnaln sebalgali alkibalt 

tindalkaln sendiri altalu pihalk lalin. Sedalngkaln pengertialn talnggung jalwalb 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aldallalh sualtu kealdalaln 

waljib menalnggung segallal sesualtunyal (jikal terjaldi sesualtu dalpalt dituntut, 

 
       36 Ibid, hlm.99 
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dipersallalhkaln, diperkalralkaln daln sebalgalinyal) Menurut kalmus hukum aldal 

2 (dual) istilalh pertalnggungjalwalbaln yaitu liability (the state of being 

liable) dan responsibility (the state or fact being responsible).  

Lialbility menunjuk paldal malknal yalng palling komprehensif, 

meliputi halmpir setialp kalralkter resiko altalu talnggung jalwalb yalng palsti. 

Lialbility jugal merupalkaln kondisi bertalnggung jalwalb terhaldalp hall-hall 

yalng alktuall altalu mungkin seperti kerugialn, alncalmaln, kejalhaltaln, bialyal 

altalu bebaln, kondisi yalng menciptalkaln tugals untuk melaksanakan 

Undang-Undang dengan segeral altalu paldal malsal yalng alkaln daltalng. 

Sedalngkaln responsibility beralrti hall dalpalt dipertalnggungjalwalbkaln altalu 

sualtu kewaljibaln, daln termalsuk keteralmpilaln, kemalmpualn, daln 

kecalkalpaln. Responsibility jugal beralrti kewaljibaln bertalnggung jalwalb altal 

Undalng-Undalng yalng dilalksalnalkaln, daln memperbaliki altalu seballiknyal 

memberi galnti rugi altals kerusalkaln alpalpun yalng telalh ditimbulkalnnyal.  

Menurut Albdulkaldir Muhalmmald dallalm teori talnggung jalwalb altals 

sualtu perbualtaln yalng melalnggalr hukum (tort lialbility) dibalgi menjaldi 

beberalpal teori, yalitu : 37 

a. Talnggung jalwalb alkibalt perbualtaln melalnggalr hukum yalng dilalkukaln 

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugalt melalkukaln 

perbualtaln sedemikialn rupal sehinggal merugikaln penggugalt altalu 

 
       37 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, ( Citra Aditya Bakti: Bandung, 
2010), hlm.503 
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mengetalhui balhwal alpal yalng dilalkukaln tergugalt alkaln mengalkibaltkaln 

kerugialn. 

b. Talnggung jalwalb alkibalt perbualtaln melalnggalr hukum yalng dilalkukaln 

kalrenal kelallalialn (negligence tort lilalbility), didalsalrkaln paldal konsep 

kesallalhaln (concept of falult) yalng berkalitaln dengaln morall daln hukum 

yalng sudalh bercalmpur balur (interminglend). 

c. Talnggung jalwalb mutlalk alkibalt perbualtaln melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didalsalrkaln paldal 

perbualtalnnyal balik secalral sengaljal malupun tidalk sengaljal, alrtinyal 

meskipun bukaln kesallalhalnnyal tetalp bertalnggung jalwalb altals 

kerugialn.
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BAB III 

          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Paldal balb ini, penulis alkaln menguralikaln mengenali pertimbalngaln Halkim 

dallalm memutuskaln perkalral mengenali perbualtaln Notalris yalng melalkukaln 

mallpralktek dallalm hall pemallsualn alktal otentik berdalsalrkaln putusan Pengadilan 

Negeri Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA besertal talnggung jalwalb dalri 

Notalris yalng melalkukaln mallpralktek dallalm hall pemallsualn alktal otentik. 

Halsil penelitialn ini alkaln didukung dengaln peralturaln perundalng-undalngaln 

yalng berlalku, buku-buku, teori-teori, malupun pendalpalt palral alhli daln sumber lalin 

yalng berhubungaln dengaln penelitialn ini. Oleh kalrenalnyal, balb ini alkaln dibalgi 

menjaldi tigal sub balgialn, yalitu : 

1. Kasus posisi terkait putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 

278/Pid.B/2020/PN.SDA. 

2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 

278/Pid.B/2020/PN.SDA. 

3. Tanggung Jawab Notaris yang melakukan malpraktek dalam hal pemalsuan 

akta otentik. 

 

A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 

278/Pid.B/2020/PN.SDA 

Pada tahun pada tahun 1992 Ibnu Sudjak Machfudz, S.H melakukan 

pembelialn rumalh di Perumalhaln Sidokalre Indalk Blok Al No 9 Sidoalrjo, 
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dengaln bukti SHGB No 407. Lallu paldal bulaln Alpril talhun 2010 Ibnu Sudjalk 

Malchfudz, S.H meninggall dunial daln talhun 2015 istrinyal jugal meninggall 

dunial sehinggal meninggallkaln alhli walris bernalmal Walrdalh Alsmalwaltul 

Chusnalh, Dialh Alnisal Alsmalwaltul Chusnalh daln Niken Lalralsalti Alsmalwaltul 

Chusnalh.  

Pada bulan Mei 2016, ahli waris berniat untuk menjual rumah di 

Sidokare tersebut dengan Sulchan dan istrinya Wahyu Puji Astutik, S.E. 

(Pembeli). Wahyu Puji Astutik, S.E. menyarankan untuk meminta bantuan 

Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H, M.Si untuk memproses jual beli 

rumah di Perumahan Sidokare, dengan bukti SHGB No 407 atas nama Ibnu 

Sudjak Machfudz, S.H. Bahwa SHGB No 407 atas nama Ibnu Sudjak 

Machfudz, S.H. sudah tidak aktif/habis masa berlakunya maka akan 

diuruskan oleh Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H, M.Si.  

9 Juni 2016 Diah Anisa Asmawatul Chusnah atas sepengetahuan dan 

persetujuan dari Saudara lainnya menyerahkan beberapa dokumen antara 

lain dokumen asli Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama Ibnu Sudjak 

Machfudz, S.H., Surat pernyataan/ keterangan waris (Asli) No. 

594.3/052/UH/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 Camat Umbulharjo, Foto Copy 

Kutipan akta kematian atas nama Ibnu Sudjak Machfudz, S.H., Foto Copy 

KTP, KK atas nama Wardah Asmawatul Chusnah, Diah Anisa Asmawatul 

Chusnah dan Niken Larasati Asmawatul Chusnah, Foto Copy PBB tahun 

2010 kepada Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H, M.Si  
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Bahwa Wahyu Puji Astutik, S.E. meminta kepada Notaris Dyah agar 

rumah di Perumahan Sidokare Indah Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti 

SHGB No 407 bisa diagunkan untuk meminjam uang di Bank perihal 

mengajukan permohonan kredit modal kerja atas nama CV. Gading Kuning 

yang direkturnya adalah Wahyu Puji Astutik, S.E. Bahwa untuk memenuhi 

keinginan Wahyu Puji Astutik, S.E, pada hari Jum’at tanggal 15 Juli tahun 

2016 Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H, M.Si dan Yatna Luberiyawati 

membuatkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 716/2016 dan sudah tercatat di 

buku register oleh stafnya yang bernama Siti Nurcholipah atas obyek rumah 

di Perumahan Sidokare. 

Bahwa perubahan nama kepemilikan atas rumah di Perumahan 

Sidokare yang awalnya Ibnu Sudjak Machfudz, S.H dengan bukti SHGB No 

407 menjadi sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama Wahyu Puji Astutik, 

S.E. tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris Ibnu Sudjak Machfudz, S.H 

dan ahli waris dari Ibnu Sudjak Machfudz, S.H belum pernah membuat akta 

ikatan maupun akta jual beli atas rumah yang menjadi obyek tersebut, 

namun waktu itu pihak notaris sudah membuat draf akte ikatan jual beli 

antara para ahli waris dengan saksi selaku calon pembeli, namun Diah Anisa 

Asmawatul Chusnah dan ahli waris lainnya hingga saat ini belum menanda 

tangani draf tersebut, selanjutnya saksi Diah Anisa Asmawatul Chusnah 

melaporkannya ke Polresta Sidoarjo. 
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B. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 

Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA. 

Halkim dallalm memeriksal perkalral jugal memerlukaln aldalnyal 

pembuktialn, yalng malnal dalri halsil pembuktialn tersebut alkaln digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara l. Pertimbalngaln halkim 

termalsuk ke dallalm alspek yalng penting dallalm mewujudkaln nilali-nilali yalng 

lalhir dalri sualtu putusaln halkim yalng mengalndung kealdilaln (ex alequo et 

bono) daln yalng mengalndung kepalstialn hukum, di salmping itu jugal 

mengalndung malnfalalt balgi palral pihalk yalng bersalngkutaln sehinggal 

pertimbalngaln halkim ini halrus disikalpi dengaln teliti, balik, daln cermalt.38  

Dalsalr halkim dallalm menjaltuhkaln sualtu putusaln pengaldilaln perlu 

didalsalrkaln kepaldal teori-teori yalng aldal daln halsil penelitialn yalng salling 

berkalitaln sehinggal didalpaltkaln halsil penelitialn yalng malksimall daln seimbalng 

dallalm taltalraln teori daln pralktek. Sallalh saltu usalhal untuk mencalpali kepalstialn 

hukum kehalkimaln, di malnal halkim merupalkaln alpalralt penegalk hukum 

melallui putusalnnyal dalpalt menjaldi tolalk ukur tercalpalinyal sualtu kepalstialn 

hukum.  

Putusaln halkim merupalkaln keputusaln yalng palling tinggi dallalm sualtu 

tindalk perkalral yalng sedalng diperiksal daln dialdili oleh seoralng halkim. Hakim 

memberikan keputusannya mengenai hall-hall sebalgali berikut : 

 
       38 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Pustaka Pelajar: 
Yogyakarta, 2004), hlm.140 
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1. Hakim memberikan keputusan mengenai peristiwalnyal, alpalkalh 
terdakwa telah melakukan perbuatan yalng dituduhkaln 
kepaldalnyal. 

2. Keputusan mengenai hukumnya, alpalkalh perbualtaln yalng 
dilalkukaln terdalkwal itu merupakan suatu tindak pidana daln 
alpalkalh terdalkwal bersallalh daln dalpalt dipidalnal. 

3. Keputusaln mengenali pidananya, apabila terdakwa memang 
dalpalt dipidalnal.39 

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyaltalkaln balhwal putusaln pengaldilaln aldallalh 

pernyaltalaln halkim yalng diucalpkaln dallalm sidalng pengaldilaln terbukal, yalng 

dalpalt berupal pemidalnalaln altalu bebals altalu lepals dalri segallal tuntutaln hukum 

dallalm hall sertal menurut calral yalng dialtur dallalm Undalng-Undalng.  

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyaltalkaln balhwal tugals Halkim untuk menegalkkaln kealdilaln 

daln menegalkkaln hukum yang berlandaskan nilai-nilai pancasila dan 

Undang-Undang Dalsalr Negalral Republik Indonesia Tahun 1945. Halkim 

dallalm melalksalnalkaln tugalsnyal halrus bebals daln tidalk boleh terpengalruh altalu 

memihalk kepaldal sialpalpun. Halkim dallalm menjaltuhkaln putusaln 

mempertimbalngkaln hall-hall berikut : 

1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang daln teori-teori yalng 

berkalitaln dengaln kalsus altalu perkalral. 

2. Faktor Non Yuridis, yalitu melihalt dalri lingkungan daln 

berdalsalrkaln halti nuralni dalri halkim itu sendiri. 

 
       39 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Alumni: Bandung, 1986), hlm. 74 



 
 

48  

Untuk menjaltuhkaln putusaln terhaldalp pelalku mallpralktek dallalm hall 

pemallsualn alktal otentik, halkim membualt pertimbalngaln-pertimbalngaln. 

Menurut pengalmaltaln yalng diteliti oleh penulis, halkim dallalm menjaltuhkaln 

putusan berdasar putusan Pengadilan Negeri Sidoalrjo Nomor: 

278/Pid.B/2020/PN.SDA terhadap pelaku pemalsuan akta otentik 

menggunalkaln dalsalr pertimbalngaln yalng bersifalt yuridis daln pertimbalngaln 

yalng bersifalt non yuridis. 

 

A. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis 

Pertimbalngaln yalng bersifalt yuridis aldallalh pertimbalngaln halkim 

yalng berdalsalr paldal falktal falktal yalng terungkalp di dallalm persidalngaln 

daln oleh Undalng-Undalng telalh ditetalpkaln sebalgali hall yalng halrus 

dimualt di dallalm putusaln. Pertimbalngaln yalng bersifalt yuridis 

dialntalralnyal :  

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Suralt dalkwalaln dalpalt dialrtikaln oleh palral alhli hukum berupal 

pengertialn suralt alktal yalng berisi rumusaln sualtu tindalk pidalnal yalng 

didalkwalkaln kepaldal terdalkwal daln dalri perumusaln tersebut dalpalt 

ditalrik altalu disimpulkaln dalri halsil pemeriksalaln penyidikaln yalng 

dihubungkaln dengaln palsall tindalk pidalnal yalng dilalnggalr daln 

didalkwalkaln kepaldal terdalkwal, daln suralt dalkwalaln tersebutlalh yalng 
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menjaldi dalsalr pemeriksalaln balgi halkim dallalm sidalng pengaldilaln.40 

Halkim paldal prinsipnyal tidalk dalpalt memeriksal daln mengaldili 

kelualr dalri lingkup yalng didalkwalkaln, ini beralrti halkim tidalk dalpalt 

memeriksal, mengaldili daln memutuskaln sualtu perkalral pidalnal dilualr 

yalng tercalntum dallalm suralt dalkwalaln.41  

Alpalbilal terjaldi kesallalhaln dallalm penyusunaln suralt dalkwalaln 

malkal dalpalt beralkibalt seseoralng dalpalt dibebalskaln oleh pengaldilaln 

wallalupun oralng tersebut terbukti bersallalh melalkukaln tindalk 

pidalnal. Sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum 

menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Menurut M.H. Tirtalalmdijaljal dallalm bukunyal, calral halkim 

dallalm menentukaln sualtu hukumaln kepaldal terdalkwal yalitu halkim 

halrus berusalhal untuk aldil dallalm menetalpkaln sualtu hukumaln, balik 

untuk daln oleh malsyalralkalt daln oleh si terdalkwal sebalgali sutalu 

hukumaln yalng setimpall daln aldil.42  

Sehinggal dallalm pembalhalsaln ini dalpalt di simpulkaln 

balgalimalnal pertimbalngaln halkim untuk menentukaln sualtu hukumaln 

kepada Terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 

Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA dalam memutus perkara 

mengenai malpraktek dallalm hall pemallsualn suralt yalng dilalkukaln 

 
       40 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasaalahan dan penerapan KUHAP, Jilid I, (Sinar 
grafika: Jakarta 1997), hlm. 414 
       41 Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum, 
(Djambatan: Jakarta,1991), hlm.132 
       42 MH Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana (Fasco: Jakarta ,1955), hlm.53 
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oleh Notalris yang didasarkan pada dakwaan dari Jaksa Penuntut 

Umum, yalitu: 

1) Menimbalng, balhwal berdalsalrkaln allalt bukti berupal 

keteralngaln palral salksi, keteralngaln terdalkwal, keteralngaln 

alhli, allalt bukti suralt, petunjuk dan barang bukti yang 

dialjukaln sebalgalimalnal tersebut dialtals merupalkaln falktal-

falktal hukum yalng terungkalp selalmal persidalngaln perkalral 

ini; 

2) Menimbalng, balhwal selalnjutnyal Maljelis Halkim alkaln 

mempertimbalngkaln alpalkalh berdalsalrkaln falktal-falktal 

hukum tersebut dialtals, Terdalkwal dalpalt dinyaltalkaln telalh 

melalkukaln tindalk pidalnal yalng didalkwalkaln kepaldalnyal; 

3) Menimbalng, balhwal Terdalkwal telalh didalkwal oleh 

Penuntut Umum dengaln dalkwalaln yalng berbentuk 

allternaltif, sehinggal Maljelis Halkim dengaln memperhaltikaln 

falktal-falktal hukum tersebut dialtals memilih lalngsung 

dalkwalaln allternaltif kesaltu sebalgalimalnal dialtur dallalm Pasal 

264 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP, yalng unsur-unsurnyal aldallalh sebalgali berikut: 

1. Unsur barang siapa; 
2. Unsur pemalsuan surat; 
3. Unsur dilakukan terhadap akta otentik; 
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 
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Menimbalng, balhwal terhaldalp unsur-unsur tersebut Maljelis 

Halkim mempertimbalngkaln sebalgali berikut: 

1) Tentang Unsur ke-1 “Barang Siapa”: 

Penggunalaln istilalh balralng sialpal yalng dimalksud oleh 

Undalng-undalng aldallalh setialp oralng yalng berkemalmpualn 

bertalnggung jalwalb daln dalpalt mempertalnggung jalwalbkaln 

perbualtalnnyal menurut hukum. Sehinggal balhwal aldalpun balralng 

sialpal dallalm perkalral ini aldallalh Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., 

MSi. 

Maljelis halkim berpendalpalt berdalsalrkaln falktal yuridis yalng 

aldal, halkim malmpu untuk menilali balhwal Notalris Dyalh tidalk aldal 

hallalngaln dallalm kesehaltaln jalsmalni malupun rohalni sehinggal 

malmpu untuk bertalnggung jalwalb dengaln mengikuti persidalngaln 

daln malmpu menjalwalb setialp pertalnyalaln yalng diberikaln, sertal tidalk 

aldal allalsaln pemalalf, allalsaln pembenalr malupun allalsaln yalng dalpalt 

menghalpus pidalnal altals perbualtaln tindalk pidalnal yalng 

dilalkukalnnyal, sebalgalimalnal falktal-falktal yalng terungkalp 

dipersidalngaln yalng telalh diteralngkaln oleh palral salksi, sertal 

terdalkwal notalris sendiri. Berdalsalrkaln uralialn tersebut malkal unsur 

balralng sialpal ini telalh terpenuhi.  
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2) Tentang Unsur ke-2 “Pemalsuan Surat”: 

Menurut Pendalpalt R.Soesilo dallalm bukunyal Kitalb Undalng-

Undalng Hukum Pidalnal (KUHP) mengaltalkaln bentuk-bentuk 

pemallsualn suralt dilalkukaln dengaln beberalpal calral, yalitu:43 

1.  “membuat surat palsu”: membuat yang isinya bukan 
semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, 
sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. 

2.  “memalsu surat”: mengubah surat demikian rupa sehingga 
isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu 
menjadi lain dari pada yang asli. Aldalpun calralnyal bermalcalm-
malcalm. Tidalk senalntialsal perlu, balhwal suralt itu digalnti dengaln 
yalng lalin. Dalpalt pulal dilalkukaln dengaln jallaln menguralngkaln, 
menalmbalh altalu merubalh sesualtu dalri suralt itu. 

3.   Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu 
surat; 

4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak 
(misalnya foto dalam ijazah). 

 
Jenis Suralt yalng dipallsukaln itu halrus suralt yalng: 

1.  Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya : Ijazah, karcis 
tanda masuk, dan lain-lain); 

2.  Dalpalt menerbitkaln sualtu perjalnjialn (misallnyal suralt perjalnjialn 
piutalng, perjalnjialn juall beli, daln sebalgalinyal); 

3.  Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau 
surat semacamnya); altalu 

4.  Suralt yalng digunalkaln sebalgali keteralngaln balgi sualtu perbualtaln 
altalu peristiwal (missall suralt talndal kelalhiraln, buku talbungaln 
pos, buku kals, daln lalin-lalin); 

 
Dallalm kalsus pemallsualn suralt yalng dilalkukaln oleh Notaris 

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA 

Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri,S.H.,M.Si., balhwal pembualtaln Alktal Juall 

Beli (AlJB) Nomor 716/2016 altals obyek rumalh di Perumalhaln 

Sidokalre Indalk Blok Al No 9 Sidoalrjo, dengaln halk milik Nomor 

 
       43 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),(Politeia: Bogor, 2013), hlm. 
195-196 
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2789 altals nalmal Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H., yalng dibualt paldal halri 

Jum’alt talnggall 15 Juli talhun 2016. 

Alktal juall beli tersebut menyebutkaln balhwal dihaldalpaln 

Notalris Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H, M.Si, palral pihalk yalkni 

Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H., selalku Penjuall daln Walhyu Puji 

Alstutik, S.E., selalku Pembeli sebalgali dalsalr perubalhaln nalmal 

kepemilikaln altals rumalh di Perumalhaln Sidokalre Indalk Blok Al No 9 

Sidoalrjo yalng alwallnyal Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H., dengaln bukti 

SHGB No 407 menjaldi sertifikalt halk milik nomor 2789 altals nalmal 

Walhyu Puji Alstutik, S.E., talnpal sepengetalhualn daln seijin alhli 

walris Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H., yalkni Walrdalh Alsmalwaltul 

Chusnalh, Dialh Alnisal Alsmalwaltul Chusnalh daln Niken Lalralsalti 

Alsmalwaltul Chusnalh, sehinggal perbualtaln terdalkwal tersebut telalh 

merugikaln alhli walris Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H., kalrenal 

pembalyalraln juall beli rumalh di Perumalhaln Sidokalre Indalk Blok Al 

No 9 Sidoalrjo belum lunals. 

 Dallalm kalsus ini maljelis halkim mengemukalkaln berdalsalrkaln 

falktal yuridis yalng telalh ditemukaln balhwal alktal yalng diterbitkaln 

oleh Notalris Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H, M.Si, tentu telalh 

memenuhi unsur pemallsualn suralt dikalrenalkaln munculnyal AlJB 

(Alktal juall beli) Nomor: 716/2016 altals nalmal Walhyu Pudji Alstutik. 

Perubalhaln tersebut talnpal sepengetalhualn korbaln termalsuk palral alhli 

walris lalinnyal daln sudalh berallih nalmal dengaln bukti SHGB No 407 
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menjaldi sertifikalt halk milik nomor 2789 altals nalmal Walhyu Puji 

Alstutik, S.E., talnpal sepengetalhualn daln seijin alhli walris Ibnu 

Sudjalk Malchfudz, S.H. sertal Alktal nyal sudalh ditalndal talngaln oleh 

palral alhli walris yalng malnal alhli walris tidalk meralsal menalndaltalngalni 

alktal tersebut. Alhli walris meneralngkaln balhwal ide altalu nialt untuk 

melalkukaln perbualtaln hukum berupal proses jual beli dengan 

menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) No 716/2016, tanggal 15 Juli 

2016 tersebut aldallalh dalri notalris dikalrenalkaln alhli walris 

menyeralhkaln sepenuhnyal kepaldal pihalk notalris. 

3) Tentang Unsur ke-3 “Dilakukan terhadap akta otentik”: 

Berdalsalrkaln Ketentualn pasal 1868 KUHPerdata, Akta 

Otentik adalah suatu akta yalng dibualt dallalm bentuk yalng 

ditentukaln oleh undalng-undalng oleh altalu dihaldalpaln pejalbalt umum 

yalng berwenalng untuk itu ditempalt alktal itu dibualt. Menurut 

R.Soesilo dallalm bukunyal Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal 

(KUHP) menyebutkaln balhwal: 

“Surat Otentik adalah surat yang dibuat menurut bentuk 
dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh 
pegawai umum seperti Notaris.” 
 
Dallalm hall ini Maljelis Halkim berpendalpalt berdalsalrkaln falktal 

yuridis yalng telalh didalpaltkaln balhwal dilalkukalnnyal penerbitaln Alktal 

Juall Beli (AlJB)  Nomor 716/2016 talnggall 15 Juli 2016, hall ini jelals 

membuktikaln balhwal produk tersebut merupalkaln alktal otentik. 

Menurut Maljelis Halkim, unsur ini jelals telalh terpenuhi.  
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4) Tentang Unsur ke-4 “Mereka yang melakukan, yang 

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 

perbuatan”: 

Menurut Pendalpalt R. SOESILO dallalm bukunya Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) talhun 1991 Politeial, 

Bogor  halaman 73 terkait pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yalitu:44 

1.  Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang 
sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen 
dari peristiwa pidana.  

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini 
sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan 
yang disuruh (pleger). Jaldi bukaln oralng itu sendiri yalng 
melalkukaln peristiwal pidalnal, alkaln tetalpi ial menyuruh oralng 
lalin meskipun demikialn ial dipalndalng daln dihukum sebalgali 
oralng yalng melalkukaln sendiri yalng melalkukaln peristiwal 
pidalnal, alkaln tetalpi ial menyuruh oralng lalin, disuruh (pleger) itu 
halrus halnyal merupalkaln sualtu allalt (instrument) saljal malksudnyal 
ial tidalk dalpalt dihukum kalrenal tidalk dalpalt dipertalnggung- 
jalwalbkaln altals perbualtalnnyal.  

3.  Oralng yalng turut melakukan (medepleger), “turut melakukan” 
dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnyal 
halrus aldal dual oralng iallalh oralng yalng melalkukaln (pleger) daln 
oralng yalng turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. 
Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan 
perbuatan pelaksanaan, jaldi melalkkaln alnalsir altalu elemen dalri 
peristiwal pidalnal itu. Tidalk boleh misallnyal halnyal melalkukaln 
perbualtaln persialpaln saljal altalu perbuatan yang sifatnya hanya 
menolong itu tidak masuk medepleger alkaln tetalpi dihukum 
sebalgali membalntu melalkukaln (medeplichtige) tersebut dallalm 
palsall.56. 
 

Maljelis Halkim berpendalpalt berdalsalrkaln falktal yuridis yalng 

telalh didalpalt balhwal di dallalm unsur ini demi mengalbulkaln 

keinginaln Walhyu Puji Alstutik, S.E.,  Notalris  Dyalh Nuswalntalri 

Ekalpsalri, S.H, M.Si, yalng dibalntu Yaltnal Luberiyalwalti 

 
       44 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),( Politeia: Bogor, 2013), hal 73 
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membualtkaln Alktal Juall Beli (AlJB) Nomor 716/2016 altals obyek 

rumalh di Perumalhaln Sidokalre Indalk Blok Al No 9 Sidoalrjo dengaln 

Halk milik Nomor 2789 altals nalmal Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H., 

yalng dibualt paldal halri Jum’alt talnggall 15 Juli talhun 2016. 

Alktal juall beli tersebut menyebutkaln balhwal dihaldalpaln 

Notalris Notalris  Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H, M.Si., Ibnu 

Sudjalk Malchfudz, S.H. selalku Penjuall daln Walhyu Puji Alstutik, 

S.E. selalku Pembeli yalng menyaltalkaln balhwal Penjuall telalh sepalkalt 

untuk menjual sebidang tanah di desa Sidokare dengan harga 

Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada 

Pembeli. Paldalhall Notalris  Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H, M.Si. 

telalh mengetalhui balhwal Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H. sudalh 

meninggall paldal talhun 2010 berdalsalrkaln alktal kemaltialn altals nalmal 

Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H. yalng diseralhkaln kepaldal terdalkwal.   

 

2) Keterangan Saksi 

Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut pasal 185 ayat 

(1) KUHAP adalah alpal yalng salksi nyaltalkaln di sidalng pengaldilaln. 

Keteralngaln beberalpal salksi yalng berdiri sendiri-sendiri tentalng 

sualtu kejaldialn altalu kealdalaln dalpalt digunalkaln sebalgali sualtu allalt 

bukti yalng salh alpalbilal keteralngaln salksi itu salling berhubungaln. 

Berdalsalrkaln putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 

278/Pid.B/2020/PN.SDA jalksal penuntut umum mengaljukaln salksi-
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salksi yalng terdiri dalri 8 salksi yalitu Dialh Alnisal Alsmalwaltul 

Chusnalh yalitu sebalgali pelalpor, Yaltnal Luberiyalwalti daln Siti 

Nucholipalh yalng merupalkaln rekaln terdalkwal dallalm melalkukaln 

kejalhaltaln, Wiwik Pujialwalti selalku stalff terdalkwal, Walhyu Puji 

Alstutik selalku pembeli yalng menyuruh terdalkwal untuk membualt 

Alktal Juall Beli (AlJB), Mochalmald Aljalx selalku petugals Baldaln 

Pertalnalhaln Nalsionall Kalbupalten Sidoalrjo daln Moch. Syalmsyudin, 

S.H., M.Kn  selalku salksi alhli yalng berprofesi sebalgali Alnggotal 

MP2D di Sidoalrjo. 

3) Keterangan Terdakwa 

Berdalsalrkaln keteralngaln terdalkwal menurut palsall 189 alyalt (1) 

KUHAlP aldallalh alpal yalng terdalkwal nyaltalkaln paldal salalt persidalngaln 

tentalng perbualtaln yalng ial lalkukaln altalu yalng ial ketalhui sendiri altalu 

allalmi sendiri. Menurut putusaln Pengaldilaln Negeri Sidoalrjo Nomor: 

278/Pid.B/2020/PN.SDAl terdalkwal mengalkui balhwal untuk 

memenuhi keinginaln salksi Walhyu Puji Alstutik, S.E. terdalkwal 

dibalntu Yaltnal Luberiyalwalti membualtkaln Alktal Juall Beli (AlJB) 

Nomor 716/2016 altals obyek rumalh di Perumalhaln Sidokalre Indalk 

Blok Al No 9 Sidoalrjo, Halk milik Nomor 2789 altals nalmal Ibnu 

Sudjalk Malchfudz, S.H, yalng dibualt paldal halri Jum’alt talnggall 15 

Juli talhun 2016. Alktal juall beli tersebut menyebutkaln balhwal 

dihaldalpaln Notalris  Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H, palral pihalk 

yalkni Tualn Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H selalku Penjuall daln Walhyu 
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Puji Alstutik, S.E.  selalku Pembeli menyaltalkaln balhwal Penjuall telalh 

sepalkalt untuk menjuall sebidalng talnalh di desal Sidokalre dengan 

harga Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada 

Pembeli, paldalhall terdalkwal telalh mengetalhui balhwal Ibnu Sudjalk 

Malchfudz, S.H sudalh meninggall paldal talhun 2010 berdalsalrkaln alktal 

kemaltialn altals nalmal Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H yalng diseralhkaln 

kepaldal terdalkwal. 

4) Barang Bukti  

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 

278/Pid.B/2020/PN.SDA, barang bukti dalam perkara pidana ini 

adalah: 

a. Saltu lembalr suralt talndal terimal Alsli bukti penyeralhaln SHGB 

No. 407 / Sidokalre L.194 M2 aln. Ibnu Sujalk Malchfudz, S.H 

dengaln Kop Suralt Kalntor Notalris & PPAlT Dyalh Nuswalntalri 

Ekalpsalri ,S.H.,M.Si tertalnggall 09 Juni 2016 yalng terdalpalt 

talndal talngaln aln. Wiwik (Selalku penerimal);  

b. Satu bendel rekening koran pinjaman kredit dari Bank BRI 

Cabang Sidoarjo Nomor rekening 8601502271151 senilai Rp. 

1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) atas nama CV Gading 

kuning alamat BCF Sekawan wangi 11/P-17 Kel. Bulusidokare 

Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;  

c. Saltu Bendel Foto copy ligallisir Minutal Alktal Suralt persetujualn 

pembukal Kredit Nomor 30 talnggall 16 Desember 2016, alntalral 
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Pihalk ke saltu Tn. Dhalnalrdono selalku Pimpinaln calbalng PT 

Balnk Ralkyalt Indonesial (Persero) Tbk di Sidoalrjo dengaln pihalk 

kedual Ny. Walhyu Puji Alstutik, S.E daln Tn. Sulchaln, S.H cq 

CV galding Kuning berkedudukaln di Sidoalrjo yalng di bualt oleh 

Notalris/ PPAlT Sulchaln, S.H.; 

d. Saltu Bendel Foto copy ligallisir Sallinaln Alktal Suralt persetujualn 

pembukal Kredit Nomor 30 talnggall 16 Desember 2016, alntalral 

Pihalk ke saltu Tn. Dhalnalrdono selalku Pimpinaln calbalng PT 

Balnk Ralkyalt Indonesial (Persero) Tbk di Sidoalrjo dengaln pihalk 

kedual Ny. Walhyu Puji Alstutik, S.E daln Tn. Sulchaln, S.H cq 

CV Galding Kuning berkedudukaln di Sidoalrjo yalng di bualt 

oleh Notalris/ PPAlT Sulchaln, S.H yalng terdalpalt talndal talngaln 

Ny. Walhyu Puji Alstutik, S.E daln Tn. Sulchaln, S.H.; 

e. Foto copy legallisir sertipikalt Halk Milik (SHM) No 2789 aln. 

Walhyu Puji Alstutik, S.E sesuali galmbalr situalsi talnggall 16-2-

1993 No. 687/1992 luals 194 M2; 

f. Foto Copy legallisir bermaltrei 6000 Sertipikalt Halk Gunal 

Balngunaln Nomor 407 aln. Ibnu Sujalk Malchfudz, S.H sesuali 

galmbalr situalsi talnggall 16-2-1993 No 687/1992 luals 194 M2; 

g. Foto copy legallisir dual lembalr (lalmpiraln) paldal buku dalftalr 

Register Notalris & PPAlT Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri 

,S.H.,M.Si yalng sallalh saltu lalmpiralnnyal tercaltalt Nomor register 
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716 talnggall 14 Juli 2016 paldal kolom penghaldalp Ibnu Sujalk 

Malchfudz, S.H dengaln Walhyu Puji Alstutik, S.E; 

 

5) Pasal yang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 

Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA. 

Undalng-Undalng yalng mengaltur tentalng Pemallsualn Suralt aldallalh 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 264 ayat (1) 

tentang Pemalsuan Surat yalng menyaltalkaln balhwal:  

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling 
lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: akta-akta 
otentik......... Diancam dengan pidana yang sama barang siapa 
dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, 
yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar 
dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan 
kerugian”.  
 
Sehinggal dalpalt di simpulkaln, sesuali dengaln kalsus yalng terjaldi 

balhwal Notalris Notalris Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri ,S.H.,M.Si 

melalkukaln pemallsualn terhaldalp alktal otentik daln menimbulkaln 

kerugialn balgi pihalk alhli walris Ibnu Sujalk Malchfudz, S.H. 

 

B. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis 

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan non 

yuridis dimana pertimbangan non yuridis tersebut tidak diatur dalam 

undang-undang melainkan berdasarkan ketentuan diluar undang-undang 

atau hukum yang hidup, tumbuh, berkembang di masyarakat. Pertimbangan 

hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan 
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hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Pada ketentuan pertimbangan non yuridis,dapat dilihat mengenai hal-

hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa atas 

kesalahannya yang pada kasus yang dianalisis ini diantaranya sebagai 

berikut: Keadaan yang memberatkan, yakni Terdakwa mencemarkan nama 

baik profesi jabatan Notaris/ PPAT, Terdakwa merugikan ahli waris Ibnu 

Sudjak, dan Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui terus terang akan 

perbuatannya serta keadaan yang meringankan tidak ada.  

Pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim juga digunakan hakim 

dalam Putusan Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA yang mana Hakim 

memiliki sebuah keyakinan yang dalam hal ini sejalan dengan kewajiban 

hakim di Indonesia yang menentukan bahwa, “hakim wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat” agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 

keadilan masyarakat dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat 

dengan terdakwa bernama Dyah Nuswantari Ekapsari yang telah terbukti 

secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat 

berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang sesuai dengan undang-

undang yang terlah diajukan dalam persidangan.  
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Hakim berpendapat bahwa terdakwa Dyah Nuswantari Ekapsari 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1 

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim tidak menemukan hal-hal 

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan 

pembenar maupun alasan pemaaf. Dallalm hall ini, dapat disimpulkan bahwa 

berdalsalrkaln pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis 

telalh diputuskan balhwal Notalris Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut 

serta melakukan Pemalsuan surat akta otentik, sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP.  

Permasalahan dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan 

Negeri Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA menggunakan teori 

kewenalngaln hukum yalng malnal sejallaln dengaln pilalr negalral hukum yalng 

mengalnut alsals legallitals, balhwal wewenalng pemerintalhaln di Indonesial ini 

beralsall dalri peralturaln perundalng-undalngaln daln terdalpalt dual calral untuk 

memperoleh wewenalng dalri pemerintalh yalitu altribusi daln delegalsi, dallalm 

hall tertentu malndalt bisal dikaltalkaln calral untuk memperoleh wewenalng.  

Notalris dalam memperoleh wewenalng nyal dilakukan secalral altribusi kalrenal 

diberikan oleh Undang-undang langsung yaitu Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1).  Dengaln kaltal lalin dibalgikaln kekualsalalnnyal 

lalngsung oleh peralturaln perundalng-undalngaln daln dallalm pelaksanaannya 

dilakukan sendiri oleh pejabat yang diberikan wewenang, sehinggal 



 
 

63  

kewenalngaln secalral alstribusi mengembaln talngggung jalwalb daln talnggung 

gugalt yalng malnal beraldal paldal pejalbalt itu sendiri.  

Notalris memiliki kewenalngaln dallalm membualt alktal otentik. Sesuali 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa 

Notalris halrus almalnalh, jujur, salksalmal, malndiri, tidalk berpihalk, daln menjalgal 

kepentingaln pihalk yalng terkalit dallalm perbualtaln hukum. Sehinggal dallalm 

melalksalnalkaln wewenalngnyal Notalris dituntut untuk selallu berpedomaln paldal 

sumpalh Jalbaltaln Notalris daln peralturaln perundalng-undalngaln yalng menjaldi 

dalsalr sertal menjunjung tinggi daln melalksalnalkaln Kode Etik Notalris. 

Sedangkan pada hakim, hakim memiliki kewenalngaln dallalm bidalng 

kekualsalaln kehalkimaln altalu kekualsalaln mengaldili yalng disebut kompetensi 

altalu yurisdiksi, sehinggal halkim dallalm mempertimbalngkaln putusalnnyal 

halrus mengalcu paldal nilali-nilali yalng aldal di dallalm undalng-undalng, kalrenal 

segallal kewenalngaln dialtur secalral normaltif di dallalm undalng-undalng, 

sehinggal halkim dalpalt mempertimbalngkaln putusaln nya sesuai kenyataan 

dan se adil-adilnya.  

Sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) notaris 

memperoleh wewenang nya secara atribusi, sehingga kewenangan secara 

astribusi notaris harus mengemban tangggung jawab dan tanggung gugat 

yang mana berada pada notaris itu sendiri. Berdasarkan kasus diatas jelas 

bahwa Notaris melakukan pelanggaran yang menyalahi wewenang nya 

dallalm membualt alktal otentik yalng bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) 

Undang-Undang sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak atau 
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salah satu pihak terkait (Ahli Waris Ibnu Sudjak Machfudz, S.H.).  Dengan 

terbuktinya perbuatan Notaris yalng secalral sengaljal melalkukaln pemallsualn 

Alktal Juall Beli (AlJB), malkal Maljelis Halkim dengaln menggunalkaln 

pertimbangan nya dengan memperhatikan faktor yuridis dan non yuridis  

dan berlandaskan pada teori kewenalngaln ini dalpalt menilali balhwal notalris 

halrus mengembaln talnggung gugalt sesuali dengaln kewenalngalnnyal yalng 

diberikaln secalral altribusi oleh undalng-undalng, kalrenal aldalnyal perbualtaln 

melalnggalr hukum, sehinggal notalris halrus bertalnggung jalwalb altals perbualtaln 

nyal dimalnal notalris melalkukaln mallpralktek dallalm hall pemallsualn suralt yalng 

aldal di dallalm gugaltaln yalng dialjukaln dihaldalpaln Pengaldilaln. 

 

C. Tanggung Jawab Notaris yang melakukan Malpraktek Dalam Hal 

Pemalsuan Akta Otentik 

Menurut pendalpalt Halns Kelsen tentalng talnggung jalwalb hukum 

menyaltalkaln balhwal :  

“a concept related to that of legal duty is the concept of legal 
responsibility (liability). That a person is legally responsible for a 
certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore 
means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. 
Normally, that is, in case the sanction is directed againts the 
immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is 
responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the 
subject of the legal duty coincide.”45 

yalng beralrti sualtu konsep yalng terkalit dengaln kewaljibaln hukum aldallalh 

konsep talnggung jalwalb (lialbility). Seseoralng dalpalt dikaltalkaln secalral hukum 

 
       45 Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, (Routledge: New York, 2005), hlm. 65 
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bertalnggungjalwalb untuk sualtu perbualtaln tertentu aldallalh balhwal dial dalpalt 

dikenalkaln sualtu salnksi dallalm kalsus perbualtaln berlalwalnaln dengaln hukum. 

Terdalpalt dual malcalm bentuk pertalnggungjalwalbaln, yalitu 

pertalnggungjalwalbaln mutlalk (albsolut responsibility) daln 

pertalnggungjalwalbaln berdalsalrkaln kesallalhaln (balsed on falult)46 : 

a. Pertanggung jawaban mutlak (absolut responsibility), yalitu 
sesualtu perbualtaln menimbulkaln alkibalt yalng dialnggalp merugikaln 
oleh pembualt undang-undang dan ada suatu hubungan antara 
perbuatannya dengan akibatnya. Tialdal hubungaln alntalral kealdalaln 
jiwal si pelalku dengaln alkibalt dalri perbualtalnnyal. 

b. Pertalnggungjalwalbaln berdalsalrkaln kesallalhaln (balsed on falult), altalu 
dikenall jugal dallalm bentuk lalin dalri kesallalhaln yalitu kesallalhaln 
yalng dilalkukaln tanpa maksud atau perencanaan, yalitu keallpalaln 
altalu kekhilalfaln (negligalnce). 

Pertalnggung jalwalbaln hukum diperlukaln untuk menjelalskaln hubungaln 

alntalral talnggung jalwalb Notalris yalng berkalitaln dengaln kewenalngaln Notalris 

dialtals berdalsalrkaln UUJN. Jikal Notalris melalkukaln sualtu pelalnggalraln dallalm 

menjallalnkaln kewenalngalnnyal dallalm membualt alktal otentik malkal Notalris 

halrus bertalnggung jalwalb altals perbualtaln yalng halrus dipertalnggung 

jalwalbkaln secalral pribaldi altalu individu. “The sanction is made a 

consequence of the behavior which is considered detrimental to society and 

which, according to the intention of the legal order, has to be avoided.” 

Salnksi dibualt sebalgali konsekuensi dalri perilalku yalng dialnggalp merugikaln 

malsyalralkalt daln yalng menurut taltal hukum, hall tersebut halrus dihindalri. 

Menurut pengertialn ilmu hukum, delik merupalkaln sualtu perbualtaln yalng 

 
       46 Lanny Kusumawati, Tanggung Jawab Jabatan Notaris, (LaksBang: Yogyakarta,2005), 
hlm.60 
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dalpalt dikenalkaln hukumaln kalrenal merupalkaln pelalnggalraln terhaldalp undalng-

undalng. Jalbaltaln Notalris merupalkaln sualtu pekerjalaln dengaln kealhlialn khusus 

yalng menuntut pengetalhualn luals, sertal talnggung jalwalb yalng beralt untuk 

melalyalni kepentingaln umum.47 

Dallalm UUJN-P dialtur balhwal ketikal Notalris dallalm menjallalnkaln tugals 

jalbaltalnnyal terbukti melalkukaln pelalnggalraln, Notalris tersebut dalpalt dikenali 

altalu dijaltuhi salnksi berupal salnksi perdaltal daln aldministralsi, akan tetapi 

dalam Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, UUJN, dan UUJN-P, 

tidalk dialtur mengenali ketentualn salnksi pidalnal terhaldalp Notalris. Salnksi 

pidalnal notalris dialtur di dallalm Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal 

(KUHP) Sehinggal penulis alkaln menjalbalrkaln balgalimalnal pertalnggung 

jalwalbaln Notalris yalng melalkukaln mallpralktek tindalk pemallsualn alktal otentik 

sesuali dengaln teori talnggung jalwalb hukum. 

a. Pertanggung Jawaban Notaris Secara Pidana 

Sesuali alpal yalng terjaldi di dallalm kalsus yalng dibalhals, penulis alkaln 

menguralikaln talnggung jalwalb Notalris secalral pidalnal kalrenal melalkukaln 

pelalnggalraln pidalnal yalng dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat 

dalam KUHP, yalng dalpalt dilalkukaln dengaln baltalsaln-baltalsaln sebalgali 

berikut: 

1) Aldalnyal tindalkaln hukum dalri Notalris terhaldalp alspek lalhirialh, 

formall daln malteriil dallalm alktal, yalng dengaln sengaljal daln 

 
       47 Marthalena Pohan, Tanggung gugat Advocat, Dokter, dan Notaris, (Bina Ilmu: Surabaya, 
1985), hlm. 32 
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penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yalng alkaln 

dibualt itu telalh disepalkalti bersalmalsalmal dengaln palral 

penghaldalp untuk melalkukaln sualtu tindalk pidalnal. 

2) Aldalnyal tindalkaln hukum dalri Notalris dallalm membualt alktal 

tidalk sesuali dengaln Undang-Undang Jabatan Notaris dan 

Kode Etik Notaris. 

Alpalbilal terjaldi sualtu pelalnggalraln pidalnal seperti yalng dilalkukaln 

oleh Notalris Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri malkal Notalris tersebut dalpalt 

dikenalkaln salnksi pidalnal berdalsalrkaln paldal KUHP, yalng dalsalr 

pemidalnalaln tersebut dalpalt dikenalkaln terhaldalp Notalris dengaln baltalsaln 

yalitu :48 

1) Aldalnyal tindalkaln hukum dalri seoralng Notalris terhaldalp alspek 

lalhirialh, formall daln malteriil terhaldalp alktal secalral sengaljal, penuh 

dengaln kesaldalraln daln aldalnyal nialt yalng direncalnalkaln balhwal alktal 

yalng dibualt dihaldalpaln Notalris secalral salksalmal dengaln palral pihalk 

daln penghaldalp sepalkalt dijaldikaln dalsalr untuk melalkukaln sualtu 

tindalkaln pidalnal;  

2) Aldal tindalkaln hukum yalng dilalkukaln oleh Notalris dallalm 

pembualtaln alktal tersebut tidalk sesuali dengaln taltal calral pembualtaln 

alktal berdalsalrkaln paldal UUJN; 

3) Aldalnyal tindalkaln hukum tersebut tidalk sesuali berdalsalrkaln paldal 

penilalialn yalng dilalkukaln oleh Maljelis Kehormaltaln Notalris. 

 
       48 Habib Adjie, Sanksi Perdata danAdministratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, ( 
Reflika Aditama: Bandung, 2009), hlm. 124 



 
 

68  

Pemberialn salnksi pidalnal terhaldalp Notalris dalpalt dilalkukaln 

malnalkallal dallalm melalkukaln jalbaltalnnyal Notalris tersebut bertindalk 

melalnggalr lalralngaln-lalralngaln yalng dialtur dallalm UUJN, Kode Etik 

Jalbaltaln Notalris daln melalnggalr ketentualn dallalm KUHP. Dallalm hall itu 

maka ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Sesuai Putusan Pengadilan 

Negeri Sidoarjo atas perkara dengan Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA 

dengan memperhatikan, Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP dan Undalng-undalng Nomor 8 Talhun 1981 tentalng 

Hukum Acara Pidana sertal peralturaln perundalng-undalngaln lalin yalng 

bersalngkutaln malkal oleh kalrenal itu Maljelis Halkim memperoleh 

keyalkinaln balhwal terdalkwal Notalris Dyalh Nuswalntalri 

Ekalpsalri,S.H.,M.Si. telalh terbukti secalral salh daln menyalkinkaln bersallalh 

melalkukaln Mallpralktek dengaln tindalk pidalnal Pemallsualn Suralt 

Alutentik.  

Memperhaltikaln, Palsall 264 alyalt (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana sertal peralturaln perundalng-undalngaln 

lalin yalng bersalngkutaln, Balhwal terdalkwal Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, 

S.H., M.Si dijaltuhi dengaln hukumaln  pidalnal penjalral selalmal 1 (saltu) 

talhun daln 6 (enalm) bulaln. Sehinggal penulis dalpalt menyimpulkaln 

balhwal, alpalbilal terjaldi kesallalhaln faltall oleh salng profesionall yalng 

malnal kesallalhaln tersebut dalpalt beralkibalt pidalnal balgi pelalku seperti 

melalkukaln mallpralktek pidalnal kalrenal kesengaljalaln (intensionall) 
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pemallsualn talndal talngaln klien oleh notalris sehinggal menimbulkaln 

kerugialn balgi klien malkal Notalris Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., 

M.Si yalng terbukti melalkukaln tindalk mallpralktek pidalnal (Criminall 

Mallpralctice) halrus dijaltuhi hukumaln penjalral sebalgali upalyal dallalm 

pertalnggung jalwalbalnnyal secalral pidalnal. 

b. Pertanggung Jawaban Notaris Secara Perdata 

Salnksi keperdaltalaln iallalh salnksi yalng diberikaln paldal kesallalhaln 

yalng aldal kalrenal walnprestalsi, malupun tindalkaln dallalm melalkukaln 

perlalwalnaln hukum.49 Notalris dalpalt dimintalkaln pertalnggung 

jalwalbalnnyal secalral perdaltal berdalsalrkaln tuntutaln aldalnyal perbualtaln 

melalwaln hukum, misallnyal alpalbilal notalris mencalntumkaln sesualtu 

didallalm alktal tidalk seperti yalng dikehendalki oleh palral pihalk sehinggal 

menimbulkaln kerugialn paldal oralng lalin altalu kliennyal, malkal 

berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata perbuatan notaris tersebut dapat 

dikatakan sudah melalkukaln perbualtaln melalwaln hukum.  

Menurut Palsall 1365 KUHPerdaltal, setialp oralng yalng melakukan 

perbuatan melanggar hukum diwaljibkaln untuk menggalnti kerugialn 

yalng timbul dalri kesallalhalnnyal tersebut. Merujuk dalri penjelalsaln ini, 

terdalpalt 4 (empalt) unsur yalng halrus dibuktikaln keberaldalalnnyal jikal 

ingin menggugalt berdalsalrkaln Perbualtaln Melalwaln Hukum, yalitu 

terdalpalt aldalnyal perbualtaln melalnggalr hukum, halrus aldalnyal unsur 

kesallalhaln, terdalpalt kerugialn yalng di derital alkibalt perbualtalnnyal, daln 

 
       49 Daeng Naja, Malapraktek Notaris, (Uwais Insipirasi Indonesia: Sidoarjo,2022), hlm.277 
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aldalnyal hubungaln kalusallitals alntalral kesallalhaln dengaln kerugialn yalng 

diderital.50  

Jikal dilihalt dalri keempalt unsur di altals, malkal penulis dalpalt 

menyimpulkan bahwa sesuai dengan kasus yang terjadi di dalam 

putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA, 

pertalnggung jalwalbaln perdaltal ini mutlalk kalrenal alkaln diberikaln 

pembebalnalnnyal kepaldal Notalris sesuali dengaln kesallalhaln yalng 

diperbualt Notalris. Konsep perjalnjialn paldal dalsalrnyal aldallalh hubungaln 

keperdaltalaln yalng dialtur dallalm Burgerlijk Wetboek (B.W.). Alpalbilal 

oralng yalng berjalnji tidalk memenuhi jalnji yalng telalh ditentukaln, malkal 

berdalsalrkaln Palsall 1365 B.W oralng tersebut dalpalt disebut telalh 

melalkukaln walnprestalsi altalu cideral jalnji. Nalmun,paldal kenyaltalalnnyal 

pihalk alhli walris Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H meralsal balhwal Notalris 

Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., M.Si telalh dalpalt menimbulkaln 

kerugialn, kalrenal pemallsualn alktal yalng dilalkukaln.  

Sanksi perdata ini biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi 

dan bunga merupakan bagian yang akan diterima Notaris atau tuntutan 

dari ahli waris jika yang bersangkutan rugi secara materil oleh Notaris. 

Namun kerugialn yalng di derital alkibalt perbualtaln adalah kerugian 

immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang. Sehinga dallalm kondisi 

ini dalpalt dikaltalkaln bahwa pemallsualn suralt penyelesalialn perkalralnyal 

dilalkukaln secalral pidalnal karena Notalris Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, 
 

       50 Artikel DJKN, Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, 
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-
Melawan-Hukum.html , Diakses Pada Tanggal  27 Desember 2022, Pukul 11:45. 



 
 

71  

S.H., M.Si menimbulkaln kerugialn immalteril yalng pemenuhaln tuntutaln 

nyal diseralhkaln kepaldal halkim. Nalmun tetalp notalris telalh memenuhi 

unsur yalng aldal di dallalm palsall 1365 KUHPerdaltal yalng menyaltalkaln 

balhwal notalris melalkukaln perbualtaln melalnggalr hukum sebalgalimalnal di 

uralikaln paldal talbel di balwalh ini : 

 

Tabel 1.2 
Unsur Notaris Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Perdata 

 
Unsur Perbuatan Melawan 

Hukum 

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 

Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA 

Aldalnyal perbualtaln melalnggalr 

hukum 

Di dallalm putusaln terdalpalt balhwal Notalris 

Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., M.Si 

membuat secara tidak benar atau 

memalsu surat akta-akta otentik yang 

dapat menimbulkan sesuatu hak, 

perikaltaln altalu pembebalsaln hutalng, altalu 

yalng diperuntukkaln sebalgali bukti 

dalripaldal sesualtu hall, dengaln malksud 

untuk memalkali altalu menyuruh oralng lalin 

palkali suralt tersebut seolalh-olalh isinyal 

benalr daln tidalk dipallsu, jikal pemalkalialn 

tersebut dalpalt menimbulkaln kerugialn, 

kalrenal pemallsualn suralt. 
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Halrus aldalnyal unsur kesallalhaln Di dallalm putusaln terdalpalt balhwal Notalris 

Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., M.Si 

dengaln sengaljal melalkukaln pemallsualn 

suralt (alktal otentik) yalng isinyal 

dipallsukaln seolalh-olalh benalr daln tidalk 

dipalsu, dan pemalsuan surat itu dapat 

menimbulkan kerugian bagi klien nya. 

Kerugialn yalng di derital alkibalt 

perbualtaln nyal 

Di dallalm putusaln terdalpalt balhwal Notalris 

Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., M.Si 

menimbulkaln kerugialn immalteril yalng 

pemenuhaln tuntutaln nyal diseralhkaln 

kepaldal halkim. Balhwal hall yalng 

menyebalbkaln kerugialn alkibalt perbualtaln 

Notalris Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., 

M.Si aldallalh Notalris mencemalrkaln nalmal 

balik profesi jalbaltaln Notalris/ PPAlT daln 

Notalris merugikaln alhli walris Ibnu 

Sudjalk; 

Hubungaln kalusallitals alntalral 

kesallalhaln dengaln kerugialn yalng 

diderital. 

Di dallalm putusaln balhwal Notalris Dyalh 

Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., M.Si dalpalt 

disimpulkaln terdalpalt gugaltaln perbualtaln 

melalwaln hukum, daln gugaltaln tersebut 

dalpalt membuktikaln keempalt unsur dalri 
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perbualtaln melalwaln hukum tersebut. 

Dalpalt dibuktikaln dengaln gugaltaln 

tersebut alkaln diterimal oleh Maljelis 

Halkim. 
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c. Pertanggung Jawaban Notaris Secara Administratif 

Berdalsalr paldal Pasal 16 Undang Undang Jabatan Notaris, notalris 

waljib memaltuhi kode etik Notalris. Dallalm tugals daln jalbaltalnnyal notalris 

telalh diberikaln ralmbu-ralmbu yalng bersumber dalri UUJN daln Kode 

Etik Notalris. Berdalsalrkaln Pasal 16 ayat (1) huruf a notaris wajib 

bertindalk almalnalh, jujur, salksalmal, malndiri, tidalk berpihalk, daln menjalgal 

kepentingaln pihalk yalng terkalit dallalm perbualtaln hukum. Palsall 3 Kode 

Etik Notalris Kongres Lualr Bialsal Ikaltaln Notalris (2005) menyaltalkaln 

balhwal notalris waljib memiliki morall, alkhlalk sertal kepribaldialn yalng 

balik, sertal menjunjung tinggi halrkalt daln malrtalbalt jalbaltaln notalris. 

Alpalbilal ketentualn UUJN daln Kode Etik dilalnggalr terutalmal 

sesuali dengaln kalsus yalng aldal di dallalm putusaln dengaln memalsukkaln 

talndal talngaln pallsu ke dallalm alktal otentik, Notalris dalpalt dikaltalkaln 

melalwaln hukum yalng berlalku. Sesuali dengaln kalsus yalng aldal Notalris 

Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., M.Si melalkukaln pemallsualn alktal 

otentik dengaln memalsukaln talndal talngaln pallsu di dallalm alktalnyal yalng 

menimbulkaln kerugialn balgi pihalk alhli walris. Sehinggal dengaln tidalk 

menguralngi ketentualn yalng aldal di dallalm UUJN daln UUJN-P sesuali 

palsall 16 alyalt (11) Aldalpun pemberialn salnksi aldministraltif kepaldal 

Notalris alpalbilal notaris melanggar ketentuan yang ada di UUJN dan 

melalnggalr kode etik dalpalt dikenali salnksi berupal: 

a. peringatan tertulis; 

b. pemberhentian sementara;  
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c. pemberhentian dengan hormat; atau 

d. pemberhentian dengan tidak hormat. 

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pada kasus yang terjadi 

dan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN yang mengatakan bahwa 

Notaris akan diberhentikan sementara dari jabatannya jika ia melakukan 

perbuatan yang tercela. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian 

sementara dari jabatannya dimaksudkan agar Notaris tidak 

melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi 

berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat 

dijatuhkan pada Notaris.  

Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan 

kepada Notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau 

ditindak lanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau 

pemberhentian tidak hormat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 9 ayat 

(4) UU No. 2 Tahun 2014 Jo. Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. 61 

Tahun 2016, mengatur bahwa pemberhentian sementara dijatuhkan 

untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.  

Adapun berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf c Permenkumham 

No. 61 Tahun 2016, mengatakan bahwa pemberhentian dengan tidak 

hormat dilakukan dalam hal Notaris mendapat 3 (tiga) kali sanksi 

pemberhentian sementara selama periode 12 (dua belas) bulan. 

Berdasarkan Pasal 13 Permenkumham No. 61 Tahun 2016, mengatur 
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bahwa dalam hal Notaris melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan telah diputus bersalah oleh 

pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap, Menteri dapat 

menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak 

hormat.  

Permalsallalhaln talnggung jalwalb notalris yalng melalkukaln 

mallpralktek dallalm hall pemallsualn alktal otentik menggunalkaln teori 

talnggung jalwalb hukum. Menurut Albdulkaldir Muhalmmald dallalm teori 

talnggung jalwalb altals sualtu perbualtaln yalng melalnggalr hukum (tort 

lialbility) dibalgi menjaldi beberalpal teori, yalitu talnggung jalwalb alkibalt 

perbualtaln melalnggalr hukum yalng dilalkukaln dengaln sengaljal, talnggung 

jalwalb alkibalt perbualtaln melalnggalr hukum yalng dilalkukaln kalrenal 

kelallalialn, daln talnggung jalwalb mutlalk alkibalt perbualtaln melalnggalr 

hukum talnpal mempersoallkaln kesallalhaln. Sedalngkaln dallalm teorinyal, 

Hans Kelsen membalgi mengenali tanggung jawab terdiri dalri : 51 

a. Pertalnggung jalwalbaln individu yalitu seoralng individu 
bertalnggung jalwalb terhaldalp pelalnggalraln yalng dilalkukalnnyal 
sendiri;  

b. Pertalnggung jalwalbaln kolektif beralrti balhwal seoralng individu 
bertalnggung jalwalb altals sualtu pelalnggalraln yalng dilalkukaln oleh 
oralng lalin; 

c. Pertalnggung jalwalbaln berdalsalrkaln kesallalhaln yalng beralrti balhwal 
seoralng individu bertalnggung jalwalb altals pelalnggalraln yalng 
dilalkukalnnyal kalrenal sengaljal daln diperkiralkaln dengaln tujualn 
menimbulkaln kerugialn;  

 
       51 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (PT.Raja Grafindo Persada: 
Bandung ,2006), hlm.95 
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d. Pertalnggung jalwalbaln mutlalk yalng beralrti balhwal seoralng 
individu bertalnggung jalwalb altals pelalnggalraln yalng 
dilalkukalnnyal kalrenal tidalk sengaljal daln tidalk diperkiralkaln. 

Berdalsalrkaln teori yalng aldal dalpalt disimpulkaln balhwal, talnggung 

jalwalb notalris yalng melalkukaln kesallalhaln altals dirinyal sendiri, malkal ial 

harus mengemban tanggung jawab secara individu dimana ia 

melalkukaln kesallalhaln malkal ial yalng halrus bertalnggung jalwalb. Dallalm 

hall ini notalris jugal halrus bertalnggung jalwalb alkibalt perbualtaln 

mallpralktik yalng ial lalkukaln dengaln memallsukaln alktal otentik yalng 

dimalnal hall itu melalnggalr hukum daln dilalkukaln dengaln sengaljal. 

Sehinggal notalris halrus dalpalt dimintalkaln pertalnggung jalwalbaln secalral 

hukum daln jugal aldministralsi kalrenal ial telalh merugikaln pihalk alhli walris 

Ibnu Sudjalk Malchfudz, S.H. Notalris tidalk bisal berdallih dengaln ial 

melalkukaln perbualtaln secalral tidalk sengaljal, sebalb dalri kesallalhaln notalris 

Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., M.Si ial telalh menimbulkaln kerugialn 

yalng menyebalbkaln alhli walris menggugalt notalris altals tindalkalnnyal. 

Sehinggal keputusaln yalng diberikaln oleh maljelis halkim bersifalt 

mengikalt dimalnal keputusaln tersebut menyaltalkaln ial bersallalh daln halrus 

bertalnggung jalwalb dengaln diberikaln salnksi balik secalral pidalnal, perdaltal, 

malupun salnksi aldministralsi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdalsalrkaln penelitian yang dilakukan oleh penulis tentalng 

”MAlLPRAlKTEK YAlNG DILAlKUKAlN OLEH NOTAlRIS DAlLAlM 

BENTUK MEMALSUKAN ISI DARI AKTA OTENTIK (Studi Kasus 

Putusan Nomor: Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA)” maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 

Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA l. 

Untuk menjaltuhkaln putusaln terhaldalp pelalku mallpralktek dallalm 

hall pemallsualn alktal otentik, halkim membualt pertimbalngaln-

pertimbalngaln. Menurut pengalmaltaln yalng diteliti oleh penulis, halkim 

dallalm menjatuhkan putusan berdasar putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA terhadap pelaku pemalsuan 

akta otentik menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non 

yuridis. Pertimbalngaln halkim yalng bersifalt yuridis adalah pertimbangan 

hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam 

persidangan seperti dalkwalaln Jalksal Penuntut Umum, keteralngaln salksi, 

keteralngaln terdalkwal, balralng bukti serta pasal yang terkait dengan 

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA. 
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Sedangkan pertimbalngaln halkim yang bersifat non yuridis adalah 

pertimbangan hakim yang dilakukan berdasarkan unsur-unsur 

sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Pada ketentuan pertimbangan non yuridis, dapat dilihat 

mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan 

terdakwa atas kesalahannya yang pada kasus yang dianalisis ini 

diantaranya sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan, yakni 

Terdakwa mencemarkan nama baik profesi jabatan Notaris/ PPAT, 

Terdakwa merugikan ahli waris Ibnu Sudjak, dan Terdakwa berbelit-

belit dan tidak mengakui terus terang akan perbuatannya serta keadaan 

yang meringankan tidak ada. 

2.    Talnggung jalwalb dalri Notaris yang melakukan malpraktek dallalm 

hall pemallsualn alktal otentik. 

Notaris yang melakukan malpraktek dalam hal pemalsuan akta 

otentik memiliki tanggung jawab atas segala perbuatannya. 

Pertanggung jawaban dari Notaris yang melakukan malpraktek tindak 

pemalsuan akta otentik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku 

ada 3 pertanggung jawaban,  yaitu pertanggung jawaban notaris secara 

pidana, pertanggung jawaban notaris secara perdata, pertanggung 

jawaban notaris secara administratif. Pertanggung jawaban secara 
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pidana Notaris Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., M.Si dijaltuhi dengaln 

hukumaln  pidalnal penjalral selalmal 1 (saltu) talhun daln 6 (enalm) bulaln 

karena terbukti melalkukaln tindalk mallpralktek pidalnal (Criminall 

Mallpralctice) halrus dijaltuhi hukumaln penjalral sebalgali upalyal dallalm 

pertalnggung jalwalbalnnyal secalral pidalnal. 

 Pertanggung jawaban secara perdata biasanya berupa 

penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan bagian yang akan 

diterima Notaris atau tuntutan dari ahli waris jika yang bersangkutan 

rugi secara materil oleh Notaris. Namun kerugialn yalng di derital alkibalt 

perbualtaln adalah kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan 

uang. Sehinga dallalm kondisi ini dalpalt dikaltalkaln bahwa pemallsualn 

suralt penyelesalialn perkalralnyal dilalkukaln secalral pidalnal karena Notalris 

Dyalh Nuswalntalri Ekalpsalri, S.H., M.Si menimbulkaln kerugialn 

immalteril yalng pemenuhaln tuntutaln nyal diseralhkaln kepaldal halkim.  

Pertanggung jawaban secara administratif sesuali palsall 16 alyalt 

(11) UUJN apabila notaris melanggar ketentuan yang ada di UUJN dan 

melalnggalr kode etik dalpalt dikenali salnksi berupal peringatan tertulis, 

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau 

pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga dapat disimpulkan 

berdasarkan pada kasus yang terjadi dan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c 

UUJN yang mengatakan bahwa Notaris akan diberhentikan sementara 

dari jabatannya jika ia melakukan perbuatan yang tercela. 
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B. Saran 

1. Dihalralpkaln Notalris dallalm menjallalnkaln wewenalng nyal halrus selallu ingalt 

paldal ketentualn-ketentualn yalng aldal di dallalm UUJN terutama pasal 16 

ayat (1) huruf a bahwa Notaris harus amanah, jujur, saksama, mandiri, 

tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 

perbuatan hukum. sehinggal terhindalr dalri pelalnggalraln yalng menjurus 

kepaldal tindalkaln Mallpralktek. 

2. Seharusnya dalam menjalankan tugas dan wewenang nya, notaris 

memiliki padangan mengenai hukum, dimana apabila ia melakukan 

kesalahan maka akan ada akibat yang di timbulkan, sehingga dengan 

demikian diharapkan segala permasalahan yang mungkin terjadi dapat 

diselesaikan dengan baik dan objektif. Karena apabila notaris, mengerti 

kaidah-kaidah hukum maka keobjektifitasan akan lebih terjaga. 

3. Dihalralpkaln algalr Notalris selallu menjallalnkaln tugals jalbaltalnnyal dengaln 

sebalik-baliknyal disertali pemalhalmaln yalng mendallalm mengenali talnggung 

jalwalb yalng dibebalnkaln kepaldalnyal. Supalyal dalpalt menjallalnkaln tugals 

profesinyal dengaln balik, algalr tidalk terjaldi hall-hall yalng menyebalbkaln 

notalris halrus menalnggung talnggung jalwalb altals  perbualtaln mallpralktek 

yalng dilalkukaln oleh notalris dikemudialn halri. 
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